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U CATATAN

Salam diplomasi,

Para pembaca yang terhormat, pada edisi Februari
2014 kali ini, tabloid Diplomasi menampilkan topik utama
seputar diplomasi ekonomiyang telah dan tengah dilaku-
kan oleh jajaran Kementerian Luar Negeri. Banyak pihak
menilai bahwa sudah saatnya bagi Indonesia untuk lebih
fokus dan semakin meningkatkan diplomasi ekonomi da-
lam rangka menghadapi pasar global.

Hal ini tentunya juga terkait dengan persiapan
Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi
ASEAN yang akan diluncurkan pada Desember 2015.
Seluruh pihak, baik Pemerintah, kalangan akademisi,
para pengusaha, para tenaga ahli maupun masyarakat
diharapkan untuk berperan aktif dan bahu membahu
dalam mempersiapkan daya saing Indonesia di kancah
ASEAN.

Dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan yang
relatif cukup singkat ini, Indonesia harus mampu mem-
persiapkan diri guna menempatkan dirinya sebagai the-
winner dan bukan sebagai the losser dalam Masyarakat
Ekonomi ASEAN nantinya. Sebagai negara terbesar di
ASEAN, baik dari segi luas wilayah maupun berbagai
potensi yang dimilikinya, Indonesia memang patut me-
nyandang sebagai the winner dan menjadi pemain kunci
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Banyak pekerjaan rumah Indonesia selama selang
waktu dua tahun ke depan ini, diantaranya adalah; bagai-
mana meningkatkan kwantitas dan kualitas enterpreneur,
meningkatkan daya saing dan memberikan perlindungan
kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia terhadap
gempuran masuknya SDM, berbagai produk dan jasa dari
negara-negara ASEAN lainnya.

Indonesia harus memiliki strategi yang tepat dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan
pengembangan diplomasi ekonomi. Peran diplomasi
ekonomi di dalam mengembangkan daya saing Indonesia
tentunya juga harus ditempatkan pada proporsi yang
tepat.

Selain mengupas diplomasi ekonomi, tabloid Diplomasi

edisi kali ini juga menyoroti mengenai kesiapan
Pemerintah Daerah dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2015, termasuk juga sektor industri
dan perdagangan serta UMKM vyang selama ini
telah memberikan kontribusi cukup besar dalam
perekonomian Indonesia.

Topik lainnya adalah mengenai bantuan Kerja
Sama Teknis yang telah dilakukan Indonesia sejak ta-
hun 2000 dan diberikan kepada negara-negara sahabat
yang membutuhkan. Dalam hal ini Indonesia telah ber-
kontribusi dan memiliki peran yang tidak tergantikan
oleh negara-negara lainnya.

Dalamtiga tahunterakhirini, Indonesiajugatengah
berupaya untuk mengembangkan bantuan kerja sama
teknis yang diberikan sebagai bagian dari diplomasi
ekonomi dan menangkap berbagai peluang yang ada.

Topik lainnya adalah mengenai penyampaian pan-
dangan sikap Indonesia di forum PBB oleh Menteri
Luar Negeri Rl terkait dengan perkembangan yang ter-
jadi di Suriah.

ltulah berbagai topik yang ditampilkan dalam ta-
bloid Diplomasi edisi Februari 2014 ini, harapan kami
semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat bagi
para pembaca.

Selamat membaca.
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POSTUR DAN STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI
INDONESIA KE DEPAN UNTUK MENGAMANKAN

TARGET PERTUMBUHAN NASIONAL

Judha Nugraha

Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Kementerian Luar Negeri.

overeign debt crisis

di zona Euro serta

beban defisit fis-

kal yang besar di

negara maju lain-
nya telah melemahkan kemam-
puan negara-negara tersebut
dalam mendorong pertumbuhan
ekonominya. Kebutuhan untuk
menyehatkan keseimbangan fis-
kal melalui konsolidasi dalam
jangka menengah telah mengu-
rangi ruang gerak kebijakan fiskal
(fiscal policy space) sebagai salah
satu komponen pembentuk per-
tumbuhan ekonomi.

Dampak nyata dari kondisi ter-
sebut, negara-negara maju dipre-
diksi akan mengalami perlambatan
ekonomi serta tingkat penganggu-

Selama krisis ekonomi global 2009, Indonesia mampu mem-

pertahankan pertumbuhan ekonomi

sebesar 4.5%,

di saat ekonomi dunia mengalami kontraksi 0.8%.
Meskipun demikian, Indonesia tetap tidak imun ter-
hadap memburuknya kondisi ekonomi global saat ini.

ran yang relatif tinggi tidak hanya
dalam jangka pendek tetapi juga
dalam jangka menengah. Meng-
ingat peran ekonomi zona Euro
dan negara maju lainnya yang do-
minan, tentu tidak dapat dihindari
bahwa situasi ekonomiyang suram
ini akan mewarnai perekonomian
global secara keseluruhan. Hal ini
telah ditunjukan dengan melam-
batnya pertumbuhan ekonomi
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
pada kuartal kedua 2012 menjadi
sebesar 7.6% (year-on-year) diban-
dingkan kuartal sebelumnya sebe-
sar 8.1%.

Sebagai kekuatan ekonomi
yang menyumbang seperlima
dari output dunia, menurunnya
pertumbuhan ekonomi RRT akan

Dok. google

berdampak cukup besar terutama
bagi kawasan Asia yang selama ini
telah menjadi motor pertumbuhan
ekonomi dunia. Pada tingkat na-
sional, Indonesia sebenarnya telah
menunjukkan ketahanan ekonomi
yang cukup mapan. Selama krisis
ekonomi global 2009, Indonesia
mampu mempertahankan per-
tumbuhan ekonomi sebesar 4.5%,
di saat ekonomi dunia mengalami
kontraksi 0.8%. Namun meskipun
demikian, Indonesia tetap tidak
imun terhadap memburuknya kon-
disi ekonomi global saat ini. Per-
tumbuhan kuartal pertama tahun
2012 telah menunjukkan perlam-
batan menjadi 6.3% yang antara
lain dikarenakan menurunnya ting-
kat ekspor ke manca negara.

Berkaca dari situasi ekonomi
global, regional dan nasional ter-
sebut, pertanyaan yang relevan
kemudian adalah bagaimana mes-
tinya tampilan postur dan strategi
diplomasi ekonomi Indonesia ke
depan untuk mengamankan target
pertumbuhan nasional, pencip-
taan lapangan kerja, pengentasan
kemiskinan dan kepentingan eko-
nomi lainnya? Bagaimana meman-
faatkan berbagai fora internasional
yang ada sebagai wahana menca-
pai kepentingan ekonomi nasional
tersebut?

Secara khusus, bagaimana In-
donesia dapat memberdayakan
dan memanfaatkan forum kerja
sama G20 untuk mencapai kepen-
tingan ekonomi strategisnya? Kita
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akan mengupas secara singkat
bagaimana tujuan diplomasi ha-
rus dibangun bersama di tingkat
nasional, Selanjutnya, bagaimana
tujuan diplomasi tersebut dapat
dirumuskan dalam sebuah strategi
terintegrasi dengan memanfaat-
kan berbagai fora kerja sama inter-
nasional yang ada baik di tataran
bilateral, regional maupun multi-
lateral.

Secara khusus, kita akan meng-
kaji bagaimana Indonesia dapat
memanfaatkan kerja sama G20
sebagai wahana dalam mencapai
kepentingan nasionalnya dan apa
saja prioritas ekonomi Indonesia
yang dapat diproyeksikan melalui
kerja sama G20 pada tahun 2014.

Diplomasi abad ke-21 me-
nampilkan ciri dengan semakin
meningkatnya  interdependensi
antarnegara. Thomas Freidman
menggambarkan globalisasi kon-
temporer sebagai “farther, faster,
cheaper and deeper”. Globalisasi
terjadi hampir di semua aspek ke-
hidupan mulai dari ekonomi, mili-
ter, budaya dan juga lingkungan,
sehingga saat ini tidak dapat
dihindarkan bahwa kerja sama
dan kolaborasi antarnegara men-
jadi prasyarat utama tercapainya
tatanan global yang mapan.

Interaksi di tataran internasio-
nal tersebut berangkat dari kebi-
jakan luar negeri masing-masing
negara (foreign policy) di mana
diplomasi menjadi wahana untuk
mencapai kepentingan nasional-
nya.

Dari hal ini jelas tergambar bah-
wa tujuan dan sasaran diplomasi di-
mulai dan berakar pada kepenting-
an nasional. Tanpa pemahaman
dan visi yang sama di antara pe-
mangku kepentingan yang beragam,
tidak saja di tingkat nasional namun
juga di tingkat daerah, mengenai apa
yang harus dicapai oleh kebijakan
luar negeri, sudah barang tentu
hubungan internasional menjadi
tidak akan efektif. Dengan kata
lain, diplomasi luar negeri yang
kuat berasal dari pemahaman dan
visi yang didefinisikan secara jelas,
didukung bersama dan dikoordina-
sikan dengan baik di dalam negeri.

Ketika kita merujuk pada Ren-
cana Pembangunan Jangka Me-
nengah 2010-2014, terlihat bahwa
7 dari 11 prioritas nasional terkait
erat dengan kepentingan ekonomi.
Keputusan Presiden No.32 Tahun
2011 mengenai MP3EI menetapkan
target untuk menjadikan Indonesia
menjadi negara maju pada tahun

2025. Sebuah target yang ambi-
sius memerlukan strategi yang
ambisius pula. Jika kita mengacu

pada RPJMN dan Keppres No. 31

Tahun 2011 tersebut, terlihat bah-

wa bidang ekonomi menjadi salah

satu prioritas kepentingan nasional
yang harus dicapai. Pertanyaan se-
lanjutnya adalah bagaimana men-
formulasikan kebijakan luar negeri
dan diplomasi yang efektif untuk
merealisasikan sasaran tersebut.

Setidaknya terdapat lima hal
yang perlu didukung realisasinya
melalui diplomasi ekonomi agar
kepentingan nasional dapat terca-
pai:

1) Infrastruktur dan konektivi-
tas. Lemahnya infrastruktur
fisik di Indonesia menjadi sa-
lah satu penyebab ekonomi
biaya tinggi dan penghambat
pembangunan.  Konektivitas
yang baik antar daerah dinega-
ra kepulauan seperti Indonesia
menjadi syarat mutlak untuk
mengembangkan ekonomidan
pembangunan nasional. De-
ngan semakin meningkatnya
interdepedensi  antarnegara,
apalagi dengan target menjadi
negara maju pada tahun 2025,
konektivitas Indonesia dengan
kawasan regional dan global
juga perlu ditingkatkan untuk
semakin mendorong pertum-
buhan ekonomi nasional.

2) Infrastruktur  kelembagaan.
Selain infrastruktur fisik, infra-
struktur kelembagaan perlu
terus dikembangkan.  Good
governance harus menjadi
standar dalam menjalankan
kepemerintahan sehingga bi-
rokrasi dapat menjadi pendo-
rong dan justru bukan menjadi
penghambat pembangunan.
Reformasi birokrasi yang telah
diupayakan selama ini perlu
terus diperkuat sehingga laya-
nan publik dapat lebih efektif,
efisien, transparan dan akun-
tabel. Kepastian hukum baik
dari sisi konsistensi peraturan
maupun sisi penegakan hukum
akan semakin meningkatkan
kepercayaan internasional un-
tuk menanamkan investasinya
di Indonesia.

3) Perdagangan internasional.
Dengan hanya mengandalkan
permintaan domestik tentu
tidak akan cukup untuk meng-
antarkan Indonesia menjadi
negara maju. Untuk itu, perda-
gangan internasional diperlu-
kan untuk mengatasi keterba-

4)

5)

tasan ekonomi nasional untuk
menciptakan  pertumbuhan
ekonomi yang kuat dan ber-
kelanjutan. Tahun 2010-2011,
ditandai dengan tercapainya
beberapa rekor ekspor bulanan
Indonesia sebelum akhirnya
melambat pada tahun 2012 di-
karenakan pengaruh ekonomi
global. Namun, setidaknya hal
tersebut menunjukkan potensi
ekspor Indonesia yang tinggi.
Untuk itu, Indonesia memiliki
kepentingan besar untuk men-
jaga tetap terbukanya akses
pasar di negara mitra dagang-
nya.

Belajar dari pengalaman sebe-
lumnya, krisis ekonomi global
kerap diikuti oleh merebaknya
kebijakan perdagangan pro-
teksionis.  Bahkan laporan
monitoring yang dilakukan
WTO pada mulai Mei 2012,
menunjukkan telah terdapat
peningkatan dan akumulasi
kebijakan proteksionis. Hal ini
semakin menegaskan perlunya
Indonesia meningkatkan trade
policy intelligence dalam diplo-
masi ekonominya.
Pengentasan kemiskinan dan
Millennium Development Go-
als (MDGs). Meskipun Lapo-
ran Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) mengenai pencapaian
MDGs tahun 2012 menyebut-
kan bahwa target MDGs 1
- yaitu menurunkan separuh
kemiskinan ekstrim dari ting-
kat tahun 1990 - telah tercapai,
namun kemiskinan itu sendiri
tetap masih menjadi perma-
salahan di banyak negara,
termasuk Indonesia. Walaupun
terdapat penurunan, jumlah
penduduk miskin di Indonesia
pada September 2011 masih
tercatat sebanyak 29,89 juta
orang.

Ketahanan ekonomi nasional.
Belum stabilnya perekonomian
global menumbuhkan kebutu-
han untuk semakin mening-
katkan ketahanan ekonomi
nasional. Meskipun Indonesia
tidak dapat sepenuhnya imun
terhadap gejolak ekonomi du-
nia, namun berbagai langkah
perlu dilakukan untuk mere-
dam dampaknya bagi pereko-
nomian nasional. Di sektor
keuangan, kerja sama CMIM
di tingkat regional dan Crisis
Management Protocol (CMP)
di tingkat nasional perlu didu-
kung dan diperkuat dengan

kerja sama di tingkat global,
sedangkan di sektor lainnya,
ketahanan pangan merupa-
kan salah satu tantangan yang
perlu segera diatasi mengingat
dampaknya yang luas tidak ha-
nya secara ekonomi tetapi juga
secara sosial dan keamanan.

Kelompok masyarakat rentan
juga harus dilindungi karena keter-
batasan mereka dalam menghada-
pi krisis melalui perkuatan jaring
pengaman sosial dan keuangan
inklusif. Hubungan internasional
saat ini, didukung oleh globalisasi
teknologi transportasi dan komu-
nikasi, dipenuhi oleh interaksi ber-
bagai jaringan (web) yang saling
terkait satu sama lain baik itu hu-
bungan bilateral, regional maupun
multilateral. Ketiga hubungan ter-
sebut memiliki dinamika masing-
masing. Hubungan bilateral dan
regional relatif lebih mudah di-
kelola namun memiliki keterbata-
san dalam mengatasi permasala-
han yang bersifat sistemik global.
Sedangkan di tataran multilateral
relatif lebih sulit mencapai kesepa-
katan namun dapat memobilisasi
kerja sama secara global.

Diplomasi sebagai sebuah stra-
tegi mempersuasi aktor interna-
sional lainnya juga ditentukan oleh
leverage politik dan ekonomi yang
dimiliki suatu negara. Hal ini ke-
mudian yang menentukan apakah
suatu kepentingan akan lebih
efektif disalurkan melalui jalur bi-
lateral, regional, multilateral atau
kombinasi ketiganya. Penurunan
tingkat subsidi pertanian di negara
maju akan lebih mudah dilakukan
melalui kerja sama multilateral da-
ripada melalui kerja sama bilateral
maupun regional. Namun kerja
sama pembukaan akses pasar da-
lam bentuk penurunan tarif yang
progresif akan lebih mudah dila-
kukan secara bilateral dan regional
daripada secara multilateral.

Dalam kaitan ini, Indonesia
perlu merumuskan strategi diplo-
masi yang komprehensif agar
efektif dalam mendukung realisasi
kepentingan nasionalnya. Suatu
sasaran diplomasi perlu dibedah
lebih dalam apakah akan disalur-
kan melalui mesin diplomasi bi-
lateral, regional atau multilateral
atau kombinasi ketiganya. Hal ini
penting agar deployment mesin-
mesin diplomasi Indonesia dapat
menjadi efektif, efisien dan tepat
sasaran.[]
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PERAN DIPLOMASI EKONOMI SEBAGAI SALAH SATU
INSTRUMEN PENTING DALAM POLITIK LUAR NEGERI

ubungan ekonomi
dan perdagangan
internasional suatu
negara berperan
penting dalam hu-
bungan luar negeri. Bahkan, hu-
bungan internasional kontemporer
menunjukkan kebutuhan politik
luar negeri (necessity of foreign po-
licy). Hal ini adalah untuk meng-
ubah diplomasi tradisional yang
digunakan menuju diplomasi mul-
tisektor dan multiperingkat (multi-
level diplomacy).

Dengan perkataan lain, kebu-
tuhan penting suatu negara untuk
hubungan internasional dengan
mendefinisikan kembali makna
diplomasi politik luar negerinya.
Multilevel diplomacy ini bermakna
bahwa diplomasi ekonomi akan
beroperasi dalam tiga peringkat:
a) bilateral; b) regional; dan c)
multilateral.

Globalisasi ekonomi yang terus
melanda dunia kian menjadikan
peran diplomasi ekonomi sebagai
salah satu instrumen penting da-
lam politik luar negeri.

Dalam konteks ini, hubungan
ekonomi antarnegara dapat men-
jadi perekat hubungan politik.
Maka, hubungan ekonomi dapat
berperan sebagai faktor pengaruh
dalam hubungan politik (the influ-
encer of political relations).

DIPLOMASI EKONOMI

Patut diakui, tidak ada satu
definisi ketat tentang diplomasi
ekonomi. Namun, diplomasi eko-
nomi dapat dimaknai sebagai for-
mulation and advancing policies
relating to production, movement or
exchange of goods, services, labor
and investment in other countries.
GR Berridge dan Alan James me-
maknai konsep ini sebagai upaya
sistematis yang dijalankan negara
dalam employing economic resour-
ces, either as rewards or sanctions,
in pursuit of a particular foreign
policy objective. Kedua sarjana itu
kerap menyamakannya dengan
economic statecraft.

Diplomasi ekonomi paling ti-
dak menghadapi tiga isu penting:
hubungan antara ekonomi dan po-
litik; hubungan antara lingkungan
serta aneka tekanan domestik dan
internasional; serta hubungan an-

Anak Agung Banyu Perwita

Globalisasi ekonomi telah “memaksa” banyak negara
untuk mengkaji kebijakan luar negerinya agar dapat terus
memajukan kehidupan ekonomi masyarakatnya.

Dok. google

tara aktor negara dan non-negara
(aktor privat/swasta). Kombinasi
ketiga hubungan itulah yang akhir-
nya menjadi salah satu warna uta-
ma dinamika hubungan internasio-
nal kontemporer.

Isu pertama yang menga-
cu pada kondisi di tengah per-
kembangan intensitas dan kom-
pleksitas yang kian tinggi dari tiga
pola interaksi itu serta isu ekonomi
global yang kian rumit, membuat
hubungan ekonomi dan politik
kerap tidak dapat berjalan seiring.
Banyak kasus menunjukkan, isu-
isu politik menjadi penghambat
hubungan atau diplomasi ekonomi
yang dimiliki suatu negara. Seba-
liknya, ada banyak kasus terjadi,
di mana hubungan ekonomi suatu
negara dengan negara lain terben-
tuk secara efektif tanpa disibukkan

hubungan politik yang mereka mi-
liki.

Isu kedua merujuk tingkat
ekonomi domestik sebagai basis
instrumen kebijakan ekonomi luar
negeri (economic foreign policy).
Dalam konteks ini, tingkat kesia-
pan domestik yang rendah kerap
menjadi kerikil dalam meningkat-
kan diplomasi ekonomi suatu ne-
gara. Hal ini dimaknai sebagai ren-
dahnya kesiapan domestik suatu
negara atau rendahnya daya saing
negara di bidang ekonomi dan per-
dagangan dibandingkan negara
lain. Alhasil, tingkat kesiapan do-
mestik dan daya saing negara juga
akan menentukan kapasitas dan
kemampuan ekonomi nasional su-
atu negara dalam arena ekonomi
dan politik global.

Isu ketiga terkait kemampuan

negara dan swasta dalam hubung-
an ekonomi/perdagangan inter-
nasional. Semakin harmonis hu-
bungan pemerintah (negara) dan
swasta serta kian tingginya tingkat
koordinasi hubungan antara aktor
negara dan nonnegara, akan ber-
dampak positif terhadap efektivi-
tas diplomasi ekonomi yang dimi-
liki. Sebaliknya, banyak kasus di
negara berkembang, termasuk di
Indonesia, menunjukkan, betapa
lemahnya hubungan dan rendah-
nya koordinasi antara sesama in-
stitusi pemerintah dan swasta. Aki-
batnya, diplomasi ekonomi yang
dimiliki bersifat sporadis dan tidak
dapat secara efektif mencapai ke-
pentingan ekonomi nasional.

EKONOMI INDONESIA

Melihat berbagai masalah itu,
salah satu isu utama yang patut
dikedepankan guna memanfaat-
kan peluang pasar non-tradisional
adalah penetapan dan implemen-
tasi rencana aksi yang seragam
oleh institusi pemerintah dan non-
pemerintah. Dengan kata lain, di-
butuhkan kemitraan antarinstansi
agar dapat menembus pasar lebih
efektif. Secara spesifik, keharusan
membangun segitiga sinergi ja-
ringan antarlembaga pemerintah;
antarswasta; dan antara pemerin-
tah dan swasta adalah sesuatu
yang strategis. Ini bertujuan men-
jamin berbagai kebijakan yang
dihasilkan workable, terarah dan
terpadu.

Indonesia perlu lebih serius
memikirkan pentingnya diplomasi
ekonomi yang bersifat berkelanju-
tan dan jangka panjang. Kecen-
derungan selama ini, diplomasi
ekonomi Indonesia masih bersifat
reaktif dan sporadis. Ketidakmam-
puan kita menghasilkan perang-
kat diplomasi ekonomi yang utuh,
komprehensif, dan berjangka pan-
jang hanya akan menghasilkan
berbagai output ekspor terbatas.
Sebaliknya, jika kita dapat meng-
optimalkan diplomasi ekonomi,
hal itu akan berdampak amat sig-
nifikan bagi peningkatan kapasitas
dan kapabilitas ekonomi nasional
Indonesia yang kini sedang ter-
puruk. (Sumber: IP Universitas Ka-
tolik Parahyangan, Bandung (Uni
Sosial Demokrat).[]
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INDONESIA MEMERLUKAN DIPLOMASI
EKONOMI YANG KUAT GUNA MENOPANG
PERTUMBUHAN DOMESTIK

"KEBIJAKAN LUAR NEGERI
ADALAH KEBIJAKAN EKONOML.”
demikian ucap John Kerry, di hada-
pan anggota Congress Amerika Se-
rikat (AS) sebelum menjadi Mente-
ri Luar Negeri AS. Tahun 2013 juga
merupakan masa diplomasi eko-
nomi bagi Indonesia. Pembangu-
nan ekonomi sangat strategis bagi
kebijakan luar negeri Indonesia.
Hal ini terlihat dari perhatian yang
diberikan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY). Pada
Juni tahun lalu, SBY menyampai-
kan manifesto terkait pembangu-
nan berkelanjutan.

Pada Desember tahun 2012,
presiden mengartikulasikan pan-
dangan ekonomi Indonesia di
hadapan ribuan pengusaha muda
Indonesia di Kuta, Bali. Perekono-
mian Indonesia memperlihatkan
tren pertumbuhan yang solid pada
tahun-tahun dan dasawarsa men-
datang. Yang menjadi tumpuan
pertumbuhan ini adalah demogra-
fi, kekayaan alam, modal, aturan
dan kebijakan yang mendukung,
serta kerja sama ekonomi interna-
sional.

Dalam hal yang terakhir ini, ti-
dak dapat disanggah bahwa Indo-
nesia memerlukan diplomasi eko-
nomi yang kuat guna menopang
pertumbuhan domestik. Kebijakan
luar negeri suatu negara memberi
ruang dan dasar yang baik bagi
diplomasi ekonomi yang strategis.

Diplomasi ekonomi adalah
pemanfaatan alat politik inter-
nasional untuk mencapai tujuan-
tujuan ekonomi. Berbagai pelaku
diplomasi ekonomi menjalankan
fungsi-fungsi kerja sama seperti
pembangunan (termasuk keseha-
tan, pendidikan dan pertanian),
energi, lingkungan hidup, keu-
angan, pangan dan air. Mengelola
citra negara, investasi, pekerja
migran, risiko, inovasi dan tekno-
logi, pariwisata dan budaya, serta
perdagangan juga merupakan un-
sur diplomasi ekonomi.

Dalam bentuknya yang lebih
maju dan inovatif, diplomasi eko-
nomi juga memanfaatkan alat
ekonomi internasional untuk men-

|.B. Made Bimantara

” DIPLOMASI EKONOMI
ADALAH PEMANFAATAN
ALAT POLITIK INTERNA-

SIONAL UNTUK MEN-
CAPAI TUJUAN-TUJUAN
EKONOMI ”.

capai tujuan-tujuan politik interna-
sional. Professor Ikrar Nusa Bakti
mengamati bahwa kebijakan luar
negeri tidak hanya mengurusi po-
litik dan pertahanan, tapi juga isu-
isu ekonomi.

Presiden SBY selalu menaruh
perhatian yang besar terhadap
diplomasi ekonomi. Selama per-
jalanan internasionalnya pada
Februari 2013, presiden bertemu
dengan para pemimpin dunia usa-
ha di Nigeria dan Arab Saudi, dua
produsen energi terbesar di dunia.
Pada minggu pertama Maret 2013,
Presiden SBY bertemu dengan se-
jumlah CEOs perusahaan Jerman
untuk mendorong perdagangan
dan menarik lebih banyak lagi in-
vestasi Eropa ke Indonesia. Setelah
membuka International Tourismus
Bérse (ITB) secara resmi dengan
Kanselir Angela Merkel, Presiden
SBY berpidato di hadapan per-
wakilan industri pariwisata dunia.
ITB ini menarik lebih dari 110,000
pengunjung dari seluruh penjuru
dunia ke Berlin, ibukota Jerman,
negara dengan ekonomi terbesar
di Eropa dan keempat terbesar di
dunia.

Dengan meningkatnya perha-
tian global untuk melakukan bisnis
dan berinvestasi di Indonesia, sen-
tuhan hangat dan pribadi dengan
para pemangku kepentingan di
Afrika, Timur Tengah dan Eropa
yang diharapkan dapat membawa

manfaat bagi penduduk Indone-
sia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa
transformasi ekonomi Indonesia
menarik perhatian dunia. Tak he-
ran jika Jim O Neill, yang mencip-
takan akronim BRIC (mengacu ke-
pada Brazil, Rusia, India dan China)
menciptakan akronim baru MIST
untuk juga merangkul ekonomi
yang terus tumbuh dengan kuat
yaitu di Meksiko, Indonesia, Korea
Selatan dan Turki.

Dengan hampir seperempat
miliar penduduk dan sebagai ang-
gota G-20, jumlah kelas konsumen
Indonesia saja hampir sebesar
jumlah penduduk Australia dan
Malaysia.

McKinsey Global Institute bah-
kan memprediksi bahwa pada 2030
kelas konsumen tersebut akan
meningkat tiga kali lipat menjadi
135 juta orang dan Indonesia akan
menjadi ekonomi terbesar ketujuh
didunia.

Pada saat yang sama, dunia
terus mengalami pergeseran eko-
nomi dan kekuatan yang dramatis.
Negara- negara terus beradaptasi
dalam melakukan diplomasi eko-
nomi untuk mencapai tujuannya
yang didukung oleh pertumbuhan
ekonominya yang pesat dan peng-
aruh internasionalnya.

China, India, Jepang, Singa-
pura, dan Korea Selatan mengejar
kepentingan ekonomi dan poli-
tiknya melalui diplomasi ekonomi
yang lebih koheren, terkoordinasi
dan strategis.

Sebaliknya, sejumlah akade-
misi dan pengamat hubungan in-
ternasional berpendapat bahwa
Indonesia belum memanfaatkan
peran diplomasi ekonominya se-
cara maksimal dan optimal. Indo-
nesia perlu menggunakan pereko-
nomiannya untuk memberikan
pengaruh yang lebih besar guna
memajukan kepentingan kawasan
dan globalnya.

‘Semakin kuat ekonomi politik
Indonesia, bila hal lainnya tetap
sama, lebih besar kemungkinan
para pemimpinnya untuk terlibat
secara pro aktif dengan dunia luar

dengan persyaratan-persyaratan
Indonesia.'tulis Donald Emmerson
dalam bukunya Indonesia Rising:
The Repositioning of Asia’s Third Gi-
ant. Diplomasi ekonomi yang opti-
mal akan memungkinkan Indone-
sia untuk meningkatkan posisi dan
pengaruhnya di tataran bilateral,
regional, dan multilateral.

Jadi, bagaimana Indonesia
dapat lebih  mengoptimalkan
diplomasi ekonominya? Menilik
kisah sukses negara-negara lain,
Indonesia perlu mentransformasi
diplomasi ekonominya dari seke-
dar tradisional menjadi lebih ino-
vatif. Berdasarkan studi Kishan
Rana, seorang Duta Besar India
dan pakar diplomasi ekonomi,
sangat menguntungkan untuk me-
nyatukan pengelolaan ekonomi
internasional atau pengelolaannya
diatur dalam bentuk yang erat dan
kooperatif di bawah koordinasi
satu kementerian.

Pengelolaan kebijakannya
sepatutnya dilembagakan dan
didukungoleh tim yang solid. Peran
dari aktor-aktor non-state dalam
pembentukan kebijakan sebaiknya
diharmonisasikan dengan seluruh
pemangku kepentingan. Lebih
lanjut, sudah saatnya Indonesia
tidak lagi menerima bantuan asing
dan sebaliknya justru memperluas
program bantuan internasionalnya
kepada negara-negara yang lebih
membutuhkan.

Suatu diplomasi ekonomi yang
inovatif juga memerlukan promosi
perdagangan dan investasi yang
terkoordinasi dengan baik dan ter-
integrasi dalam pekerjaan politik
dan ekonomi.

Kini saatnya Indonesia fokus
kepada penyelesaian berbagai
tantangan yang menghalangi
diplomasi ekonominya. Dengan
demikian, Indonesia dapat bangkit
dengan diplomasi ekonomi yang
lebih kuat yang akan semakin
membawa  kemakmuran  dan
kesejahteraan bagi rakyat
Indonesia dan juga memajukan
kepentingan luar negeri Indonesia
yang lebih luas.[1 (sumber: Bali
Post)
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DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA
MASIH BERSIFAT TRADISIONAL

P.M. Erza Killian

Program Studi Hubungan
Internasional, Universitas
Brawijaya, Malang

erubahan  ekonomi

politik global me-

maksa negara-nega-

ra untuk lebih aktif

dan berhati-hati da-
lam mengelola hubungan ekonomi
dengan aktor lain dalam sistem
internasional. Diplomasi ekonomi
menjadi instrumen terpenting bagi
negara dan karenanya ke(tidak)
mampuan negara dalam melaku-
kan diplomasi ekonomi menjadi
krusial.

Diplomasi ekonomi Indonesia
masih bersifat tradisional, meski-
pun beberapa aktivitasnya digo-
longkan sebagai tipe niche-focused
dan evolving. Kendati terdapat
pergeseran paradigma, namun
pergeseran itu belum signifikan
dan masih bersifat sporadis. Kare-
na itu, perlu ada perubahan dalam
lima elemen diplomasi ekonomi
Indonesia, yakni external economic
management, policy management,
role of non-state actors, dan econo-
mic aid.

Perubahan itu penting untuk
mendapatkan strategi diplomasi
ekonomi yang lebih komprehen-
sif dan inklusif. Transformasi eko-
nomi politik global telah mem-
bawa perubahan yang signifikan

Ll

pada berbagai aspek kehidupan
bangsa dan negara. Adalah Su-
san Strange (1988; 1992) yang
pertama kali menyatakan bahwa
telah lahir diplomat baru dalam
sistem ekonomi global yakni pe-
rusahaan sehingga memunculkan
triangular diplomacy, yaitu diplo-
masi antaranegara dan negara,
perusahaan dan perusahaan serta
negara dan perusahaan. Dalam
perkembangan selanjutnya, pro-
ses diplomasi, khususnya diplo-
masi ekonomi, tidak lagi bersifat
triangular, namun decagon atau
segi delapan yang melibatkan jauh
lebih banyak aktor semisal non-
governmental organisations dan
international organisations (Par-
reira2005).

Seiring dengan semakin kom-
pleksnya proses kerjasama ini,
negara-negara dituntut untuk
mampu meningkatkan kapabili-
tas mereka dalam hal menangani
urusan ekonomi eksternal. Dalam
mengelola relasi ini, diplomasi
ekonomi merupakan media yang
paling dominan dan menjadi sa-
lah satu kunci utama keberhasilan
negara-negara berkembang dalam
memanfaatkan peluang dari glo-
balisasi ekonomi. Sebagai negara

-

berkembang dan negara dengan
sumber daya ekonomi yang mum-
puni, Indonesia merupakan salah
satu pemain besar dalam relasi
ekonomi global.

Pada tahun 2011, Indonesia
telah menandatangani 146 perjan-
jian internasional dan meratifikasi
26 perjanjian dimana 60 persen di
antaranya merupakan kerjasama
ekonomi (Kementerian Luar Ne-
geri Rl 2012). Angka ini menunjuk-
kan aktifnya Indonesia dalam per-
ekonomian global dan karenanya
membutuhkan praktek dan stra-
tegi diplomasi ekonomi yang lebih
kompleks. Secara umum, diploma-
si ekonomi sendiri cenderung ber-
sifat multilevel dan multiactor.

Secara umum, pemahaman
terkait diplomasi ekonomi pada
tatanan praktis masih sangat ter-
batas, termasuk di Indonesia. Ke-
menterian Luar Negeri (Kemlu)
Indonesia hanya memberikan satu
indikator bagi keberhasilan diplo-
masi ekonomi Indonesia yakni ada-
nya peningkatan dalam volume
perdagangan Indonesia dengan
mitra-mitra dagangnya. Jika me-
lihat definisi yang ada tentang
diplomasi ekonomi, maka indika-
tor tunggal ini saja tidaklah cukup

~
[<]
a

untuk dapat menyimpulkan sukses
tidaknya diplomasi ekonomi Indo-
nesia. Dalam tipologi versi Kishan
Rana (2007), setidaknya terda-
pat delapan indikator yang dapat
diturunkan untuk menilai aktivitas
diplomasi ekonomi. Kendati Rana
tidak secara eksplisit memberikan
indikator yang pasti untuk meng-
ukur berhasil tidaknya diplomasi
ekonomi suatu negara, jenis-jenis
kegiatan yang tercakup dalam
diplomasi ekonomi versi Rana da-
pat menjadi titik awal yang bagus.

Dalam dua aktivitas pertama
yang dikemukakan oleh Rana,
yakni pengelolaan kebijakan (po-
licy management) dan manajemen
ekonomi eksternal (external econo-
mic management), peran dari Kem-
lu RI masih sangat terbatas. Hal ini
terlihat dengan tidak dimasukkan-
nya Kemlu sebagai salah satu mitra
kerja terkait oleh Kementerian Ko-
ordinator Bidang Perekonomian
(Menko Perekonomian). Menko
Perekonomian mencatat sembilan
belas kementerian terkait, namun
Kemlu tidak termasuk di dalamnya
yang menunjukkan kurang atau
tidak adanya peran Kemlu dalam
formulasi dan implementasi kebi-
jakan ekonomi, baik yang bersifat
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internal maupun eksternal di Indo-
neia.

Kemlu tidak memiliki peran
ataupun perannya sangat terbatas
dalam  pengelolaan  kebijakan
ekonomi Indonesia, baik untuk
kebijakan yang sifatnya eksternal
maupun internal. Beberapa akti-
vitas eksternal ekonomi utama
dijalankan oleh Kementerian lain
semisal Kementerian Perdagangan
untuk  aktivitas  perdagangan
internasionaldanBadan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) untuk
aktivitas moneter dan finansial,
sehingga menghilangkan peran
Kemlu sebagai salah satu aktor
sentral diplomasi ekonomi Indo-
nesia. Hal ini sangat berbeda
denganbeberapanegaramajuyang
kemudian telah menggabungkan
antara fungsi dari Ministry of
Foreign Affairs (MoFA) dan instansi
yang mengatur aktivitas ekonomi
eksternal.

Sebagai contoh, Australia me-
miliki Australian Department of Fo-
reign Affairs and Trade (DFAT) yang
menggabungkan antara fungsi de-
partemen perdagangan, departe-
men luar negeri dan instansi yang
membidangi bantuan pembangu-
nan (development assistance). Da-
lam hal ini, DFAT bertugas untuk
memastikan bahwa kepentingan
bilateral, regional dan global dari
Australia  dapat  terkoordinasi
dengan baik.

Untukmemastikanhalini, DFAT
juga bermitra dengan sektor swas-
ta yang merupakan aktor penting
dalam praktek diplomasi ekonomi
Selain dari sisi koordinasi kebijakan
ekonomi, Rana (2007) juga mene-
kankan mengenai pentingnya ke-
terlibatan aktor non-negara dalam
aktivitas diplomasi ekonomi suatu
negara. Untuk kasus Indonesia,
partisipasi dari aktor non-negara
masih sangat terbatas.

Lemahnya koordinasi antara
para pelaku diplomasi ekonomi
di Indonesia dapat dilihat dengan
adanya praktek diplomasi Rl yang
dikenal dengan nama Sangkuriang
yakni proses diskusi dan strategi
baru dirumuskan semalam sebe-
lum proses negosiasi (Yusuf 2011).
Gagalnya koordinasi antar pihak
ini, khususnya antara sektor swasta
dan pemerintah tampak jelas pada
saat perundingan China-ASEAN
Free Trade Area (CAFTA), dimana
pihak Indonesia meminta penun-
daan waktu pelaksanaan dikarena-
kan belum siapnya beberapa sek-
tor swasta yang terlibat. Meskipun

pada akhirnya, permohonan ini
ditolak, tindakan ini menunjukkan
lemahnya koordinasi antara nega-
ra dan sektor swasta dalam mela-
kukan diplomasi ekonomi.

Selain rendahnya keterlibatan
sektor swasta, peran Kemlu RI da-
lam pengelolaan bantuan luar ne-
geri (foreign aid), yang juga meru-
pakan elemen penting diplomasi
ekonomi, sangatlah terbatas. Dari
sisi koordinasidan pengambilan ke-
bijakan, keputusan dan implemen-
tasi terkait bantuan luar negeri ma-
sih dipegang dan dijalankan oleh
Badan Perencanaan Pembangu-
nan Nasional (BAPPENAS) dimana
Kemlu jarang dilibatkan.

Selain itu, sebagai negara
berkembang yang masih banyak
mencari sumber dana eksternal
untuk pembangunannya, Indonesia
tercatat menerima bantuan luar
negeri dalam jumlah yang cu-
kup besar. Kendati telah terdapat
penurunan dalam jumlah nominal
bantuan luar negeri ke Indonesia,
angka bantuan luar negeri Indo-
nesia masih cukup tinggi. Kendati
tidak menunjukkan pola kenaikan
ataupun penurunan yang pasti,
namun secara rata-rata Indonesia
selalu menerima bantuan lvar ne-
geri dengan jumlah nominal di atas
USs 1000 juta tiap tahunnya sejak
tahun 2000. Selain dalam kapasi-
tasnya sebagai penerima bantuan
(recipient), Indonesia juga tercatat
memberikan bantuan bagi negara
lain meskipun jumlahnya tidaklah
besar. Sayangnya tidak terdapat
data resmi yang mencatat secara
pasti jumlah bantuan luar negeri
yang dikeluarkan oleh Indonesia,
namun bantuan luar negeri Indo-
nesia biasanya berupa humanitari-
an assistance yang ditujukan untuk
membantu isu-isu kemanusiaan.

Sebagai contoh, Indonesia mem-
berikan bantuan kemanusiaan se-
besar USs 1 juta bagi korban bush
fire di Australia pada tahun 2009
lalu.

Karenanya, dalam kapasitas se-
bagaidonor, peranindonesia masih
sangatterbatas. Komponenberikut
dari diplomasi ekonomi adalah ter-
kait aktivitas promosi perdagangan
dan investasi. Untuk aktivitas ini,
berbagai instansi pemerintah, khu-
susnya Kementerian Perdagangan
telah berperan aktif dalam proses-
nya. Baru pada tahun 2011, Kemlu
turut menjadi pemain di dalamnya
meskipun dengan peran yang ter-
batas. Berdasarkan Pernyataan
Pers Tahunan Menteri Luar Negeri
Tahun 2012, tahun 2011 merupa-
kan tahun penting bagi diplomasi
Indonesia karena pada tahun itu
terjadi pergeseran dari diplomasi
tradisional dengan dominasi isu
high politics ke arah diplomasi
ekonomi. Pergeseran ini juga akan
terus dipertahankan berdasarkan
instruksi Menteri Luar Negeri yang
menyatakan bahwa diplomasi eko-
nomi akan menjadi tulang pung-
gung diplomasi Indonesia pada
tahun-tahun mendatang.

Kemlu juga telah mengin-
struksikan kepada seluruh perwa-
kilannya untuk aktif mendorong
investasi asing yang bermanfaat
bagi kepentingan ekonomi Indo-
nesia sesuai dengan program Mas-
terplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
atau MP3EI. Di samping itu, Kemlu
juga mencatat beberapa upaya
yang telah dijalankan terkait dip-
lomasi ekonomi yakni penyeleng-
garaan pameran produk Indonesia,
mendatangkan pengusaha negara
sahabat dan mempromosikan
pembentukan forum bisnis antara

L
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pengusaha negara-negara saha-
bat. Kendati demikian, aktivitas
promosi ini hanya difokuskan pada
3-5 bidang prioritas yang merupa-
kan target-target kerjasama eko-
nomi utama dari Indonesia. Dalam
kasus ini, terlihat adanya sedikit
pegeseran dari fungsi tradisio-
nal Kemlu yang dahulunya hanya
terfokus pada isu-isu high politics
menjadi lebih modern dengan me-
masukkan isu-isu low politics se-
pertiisu ekonomi.

Elemen terakhir dari diplomasi
ekonomi adalah mengenai peran
suatu negara dalam diplomasi re-
gional. Dalam halini, Indonesia me-
miliki peran yang yang cukup besar
dan aktif, baik di wilayah Asia Teng-
gara maupun Asia Timur. Secara
regional, Indonesia adalah salah
satu pemain kunci di ASEAN dan
memiliki power yang cukup besar
di wilayah ini. Hal ini dapat dilihat
dari posisi Indonesia sebagai Ketua
ASEAN pada tahun 2011, di mana
Indonesia menghasilkan beberapa
program penting ASEAN terma-
suk Blueprint ASEAN Connectivity
yang menjadi elemen penting in-
tegrasi ASEAN. Selain itu, Indone-
sia juga menjadi tuan rumah bagi
East Asian Summit (EAS), yang di-
tandai sebuah momentum penting
yakni hadirnya Amerika Serikat
(AS) dan Rusia untuk pertama kali-
nya pada pertemuan ini. Indonesia
juga merupakan satu-satunya ne-
gara ASEAN yang tergabung da-
lam kelompok eksklusif G-20 yang
dianggap oleh sebagian orang se-
bagai regulator ekonomi global.
Hal ini menaikkan posisi tawar
Indonesia jika dibandingkandeng-
an negara ASEAN lain sehingga
membuat Indonesia menjadi pe-
main yang aktif di kawasan ini.[]
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alam laporan Con-

gressional Research

Service tahun 2011

yang  dikeluarkan

oleh Kongres AS,
Indonesia dinyatakan sebagai pe-
main kunci di kawasan Asia Teng-
gara karena lokasi, populasi dan
kepemimpinan politiknya. Selain
itu, posisi Indonesia juga semakin
menguntungkan karena ASEAN
sendiri saat ini tengah mencari po-
sisi strategis dalam arsitektur eko-
nomi dan politik global, khususnya
di wilayah Asia (Congressional
Research Service 2011). Dari pem-
bahasan ini, dapat disimpulkan
bahwa peran Indonesia cukup be-
sar dalam diplomasi regional, baik
untuk diplomasi tradisional yang
hanya mencakup isu high politics
maupun dalam diplomasi ekonomi
yang sifatnya lebih spesifik.

Dalam laporan akhir tahun
2011 yang lalu, Kemlu mendapat
kritikan ~ dari  pihak legislatif
terkait kinerja diplomasi Kemlu
dalam isu-isu yang sifatnya
nonpolitik atau dengan kata lain
isu yang dikategorikan sebagai
low politics. Kritikan ini terkait
kegagalan diplomasi ekonomi
Kemlu yang dinilai terlalu ‘politis’
sehingga tidak menampakkan hasil
yang nyata bagi perekonomian
Indonesia. Kendati Kemlu "terlihat’
gagal dalam diplomasi ekonomi,
namun hal ini dikarenakan ada-
nya kesenjangan yang besar
antara hasil yang diharapkan
dan kewenangan yang diberikan
kepada Kemlu.

Jika melihat absennya Kemlu
dalam koordinasi aktivitas dan ke-
bijakan ekonomi, maka menjadi
tidak logis untuk menuntut Kemlu
memberikan hasil dalam bidang
ekonomi. Dalam kenyataannya,
meskipun Kemlu terlibat dalam

kegiatan promosi perdagangan,
adalah Kementerian Perdagangan
yang berfungsi sebagai ujung tom-
bak utama diplomasi perdagangan
Indonesia. Negosiator dan diplo-
mat dalam forum ekonomi global
baik yang bersifat bilateral maupun
multilateral biasanya berasal dari
Kementerian Perdagangan dengan
Kementerian Luar Negeri sebagai
pendamping. Sebagai contoh, da-
lam negosiasi perdagangan bebas
China-ASEAN (CAFTA), Menteri
Perdagangan RI bertindak sebagai
ketua tim dan negosiator utama
sedangkan peran bagi Kemlu nya-
ris tidak ada. Fenomena serupa
juga terlihat dalam ajang-ajang
ekonomi lain yang sifatnya regio-
nal ataupun multilateral seperti
ASEAN ataupun WTO.

Dalam kasus diplomasi regio-
nal, khususnya ASEAN, Kemlu le-
bih banyak bermain pada sektor-
sektor yang sifatnya politik dan
keamanan, sedangkan sektor eko-
nomi lebih banyak dikelola oleh ke-
menterian lain. Terbatasnya peran,
fungsi dan kewenangan Kemlu da-
lam diplomasi ekonomi menunjuk-
kan adanya kesenjangan dalam
hasil yang diharapkan dicapai oleh
Kemlu dengan power yang dibe-
rikan dari sisi ekonomi. Meskipun
belum dapat dikatakan bahwa ada
keengganan untuk berbagi power
dari sisi ekonomi dengan Kemly,
beberapa instansi pemerintah
yang membidangi ekonomi masih
menunjukkan ego-ego sektoral
yang cukup tinggi.

Sebagai contoh adalah perti-
kaian antara Kementerian Perda-
gangan dan Kementerian Kelautan
dan Perikanan terkait penetapan
kebijakan komoditas ekspor pada
tahun 2011. Dalam hal ini, terlihat
koordinasi yang lemah antar in-
stansi dan masih belum optimalnya
peran Kementerian Koordinator
Perekonomian selaku pihak yang
menjembatani perbedaan-perbe-
daan ini. Dengan situasi seperti ini,
cukup sulit mengharapkan Kemlu

bisa masuk dan menjadi salah satu
aktor utama dalam diplomasi eko-
nomi Indonesia. Selain masih le-
mahnya koordinasi antar instansi,
masalah utama dalam diplomasi
ekonomi Indonesia adalah masih
kuatnya persepsi dan stigma bah-
wa diplomasi yang dilakukan oleh
Kemlu adalah diplomasi dalam isu-
isu high politics yakni terkait politik
dan keamanan.

Sejak lama, diplomasi yang ba-
nyak dilakukan oleh Kemlu adalah

diplomasi terkait isu perbatasan,
keamanan tradisional, kejahatan
lintas negara dan isu-isu lain yang
tergolong high politics sedangkan
isu low politics ditangani oleh Ke-
menterian lain seperti Kementeri-
an Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
yang menangani cultural diploma-
cy dan Kementerian Perdagangan
yang mengelola economic diplo-
macy. lIronisnya, instansi-instansi
ini juga memiliki dan mendidik
"diplomat-diplomat”nya sendiri se-

“Dalam kasus diplomasi regional,
khususnya ASEAN, Kemlu lebih
banyak bermain pada sektor-sektor
yang sifatnya politik dan keamanan,
sedangkan sektor ekonomi lebih
banyak dikelola oleh kementerian
lain. Terbatasnya peran, fungsi

dan kewenangan Kemlu dalam
diplomasi ekonomi menunjukkan
adanya kesenjangan dalam hasil
yang diharapkan dicapai oleh Kemlu
dengan power yang diberikan dari sisi

ekonomi.”
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hingga tidak memungkinkan bagi
Kemlu untuk bertindak sebagai
diplomat dalam isu yang dibawahi
oleh instansi ini.

Fenomena ini mengakibatkan
semakin kuatnya persepsi, baik di
masyarakat maupun di pemerin-
tah, bahwa aktivitas diplomasi
yang dilakukan oleh Kemlu hanya-
lah diplomasi yang menyangkut
isu high politics. Jika melihat lima
aktivitas diplomasi ekonomi Indo-
nesia yang masih tergolong tradi-
sional yakni external economic ma-
nagement, policy management, role
of non-state actor dan economic aid
(donor dan recipient), maka dua
masalah di ataslah yang menjadi
akar utamanya.

Penguatan koordinasi antar
instansi, termasuk menghilang-
kan egosektoral dapat menjadi
pintu masuk untuk menghasilkan
praktek diplomasi ekonomi yang
komprehensif dan inklusif. Se-
dangkan menghilangkan persepsi

700) a. -I

umum mengenai diplomasi yang
sifatnya tradisional dan hanya
high politics akan memperkuat
peran-peran diplomat lain, khu-
susnya Kemlu, dalam praktek
diplomasi  ekonomi Indonesia.
Perbaikan ini bisa dimulai dengan
mengoptimalkan fungsi Kemente-
rian Perekonomian dalam hal koor-
dinasi dan kerjasama antar instansi
dalam bidang ekonomi. Selanjut-
nya adalah memberikan peran dan
porsi yang lebih besar bagi Kemlu
dalam proses diplomasi ekonomi
dengan menjadikannya sebagai
salah satu mitra dalam formulasi
dan perumusan kebijakan ekono-
mi, khususnya yang berorientasi
keluar ataupun kebijakan luar yang
berimplikasi ke dalam.

Pada akhirnya, tekanan baik
secara internal maupun eksternal
akan memaksa negara-negara
untuk  menyesuaikan  strategi
diplomasi ekonominya. Perubahan
strategi yang terlambat akan

mengakibatkan tertundanya
atau bahkan tidak terwujudnya
tujuan nasional dari suatu negara
sehingga sangat dibutuhkan ke-
mampuan untuk menemukan
strategi diplomasi ekonomi yang
tepat bagi tiap-tiap negara. Untuk
kasus  Indonesia, kelemahan
diplomasi ekonomi masih terletak
pada  manajemen  ekonomi
eksternal, khususnya dalam hal
koordinasi dan tidak ada atau
minimnya peran sektor swasta
dalamaktivitasdiplomasiekonomi.
Beberapa kegagalan diplomasi
ekonomi Indonesia dapat dilihat
pada kegagapan Indonesia dalam
menghadapi  CAFTA  maupun
dalam menyikapi Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement
(IJEPA). Pada kedua kasus ini,
sektor swasta menanggung ke-
rugian terbesar karena belum
dapat mempersiapkan diri secara
maksimal yang berarti juga
menunjukkan gagalnya koordinasi

Dok. merdeka.com

internal sebelum sebuah kebijakan
disetujui dan dijalankan.

Dengan melihat beberapa
kegagalan sebelumnya, maka
praktek diplomasi ekonomi Indo-
nesia perlu diarahkan untuk mem-
bentuk model diplomasi ekonomi
yang lebih inovatif, komprehensif
dan inklusif sehingga tujuan na-
sional dapat tercapai. Penguatan
fungsi dan wewenang Kementeri-
an Luar Negeri sebagai ujung tom-
bak diplomasi Indonesia juga perlu
dilakukan, selain  memperbaiki
koordinasi yang lemah antara ber-
bagai elemen yang terlibat dalam
diplomasi ekonomi. Tanpa adanya
strategi diplomasi ekonomi yang
jelas, terarah dan inklusif, Indone-
sia tidak akan dapat memanfaat-
kan potensiyang dimilikinya secara
maksimal dan hanya akan menjadi
penonton dalam perebutan kepen-
tingan ekonomi di ranah global.[]
(sumber: Global & Strategis)

”...kelemahan diplomasi ekonomi masih terletak pada manajemen ekonomi
eksternal, khususnya dalam hal koordinasi dan tidak ada atau minimnya peran sektor
swasta dalam aktivitas diplomasi ekonomi. Beberapa kegagalan diplomasi ekonomi
Indonesia dapat dilihat pada kegagapan Indonesia dalam menghadapi CAFTA
maupun dalam menyikapi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (1JEPA).”
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Presiden SBY melantik delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh baru yang akan mewakili Indonesia di negara-negara sahabat dilantik Presiden Susilo BambangYudhoyono,
di Istana Negara, Jumat (14/2) (foto: rusman/presidenri.go.id)

elapan Duta Besar

Luar Biasa dan Ber-

kuasa Penuh baru

yang akan mewakili

Indonesia di negara-

negara sahabat dilantik Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono, di

Istana Negara, Jumat (14/2). Pre-

siden SBY didampingi Ibu Negara

Hj Ani Bambang Yudhoyono, Wa-

pres Boediono, dan Ibu Herawati

Boediono.

Pengangkatan dubes baru ini
tertuang dalam Surat Keputusan
Presiden (Keppres) No. 3 P Tahun
2014. Kedelapan dubes yang baru
dilantik adalah:

1. Budi Bowolaksono sebagai
Dubes LBBP RI untuk Amerika
Serikat berkedudukan di Wash-
ington DC

2. Irmawan Emir Riswandar seba-
gai Dubes LBBP Rl untuk Repu-
blik Demokratik Rakyat Laos

berkedudukan diVientiane.
Moenir Ari Soenanda sebagai
Dubes LBBP RI untuk Republik
Peru  merangkap  negara
Plurinasional  Bolivia yang
berkedudukan di Lima

lto Sumardi sebagai Dubes
LBBP RI untuk Republik Uni
Myanmar diYangoon.

Johny J. Lumintang sebagai
Dubes LBBP RI untuk Republik
Filipina merangkap Republik
Kepulauan Marshall dan Repu-
blik Palau, yang berkedudukan
di Manila.

Kemudian sesuai Keppres No.g
P Tahun 2014 Presiden meng-

angkat:

1.

Abdurrahman Muhammad
Fahir sebagai Dubes LBBP RI
untuk Kerajaan Arab Saudi ber-
kedudukan di Riyadh

Burhanuddin sebagai Dubes
LBBP RI untuk Republik Sudan

merangkap Negara Eritrea,
yang berkedudukan di Khar-
toum
3. Suprapto Martosetomo seba-
gai Dubes LBBP Rl untuk Afrika
Selatan merangkap Kerjaan
Lesotho, Kerajaan Swaziland,
dan Republik Botswana, yang
berkedudukan di Pretoria.
Kedelapan dubes ini menye
rukan sumpah jabatan secara
bersamaan. “Bahwa saya untuk
diangkat menjadi Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,
langsung ataupun tak langsung
dengan nama atau dalih apapun
tiada memberikan sesuatu kepada
siapapun juga. Bahwa saya untuk
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatan ini, tiada
sekali-kali menerima dari siapapun
juga, langsung atau tak langsung,
sesuatu janji atau pemberian. Bah
wa saya akan melakukan dengan

setia segala perintah dan petunjuk-
petunjuk yang diberikan oleh
pemerintah pusat dan saya akan
memenuhi dengan setia segala ke-
wajiban lain-lain yang ditanggung-
kan kepada saya oleh jabatan Duta
Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh,” begitu sumpah mereka,
menirukan Presiden SBY.

Setelah pengambilan sumpah,
Presiden SBY menandatangani
berita acara pengambilan sumpah
dan kemudian memberikan uca-
pan selamat kepada para dubes.

Hadir dalam pelantikan ini, an-
tara lain Menko Polhukam Djoko
Suyanto, Menko Perekonomian
Hatta Rajasa, Menlu Marty Na-
talegawa, Menag Suryadharma
Ali, Menkeu Chatib Basri, Menteri
ESDM Jero Wacik, dan Menteri PU
Djoko Kirmanto.[] (fow)
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Disaksikan Presiden SBY, para Duta Besar menandatangani berita acara pengambilan sumpah.
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Delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh baru yang akan mewakili Indonesia di negara-negara sahabat pose bersama di depan gedung Pancasila, Pejambon.
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KERJA SAMA TEKNIK
SEBAGAI ALAT DIPLOMASI

Bagi Indonesia, khususnya
Kementerian Luar Negeri,
kerja sama teknik merupakan
bagian integral dari kebijakan
luar negeri. Kerja sama

teknik adalah salah satu alat
yang mendukung upaya-
upaya diplomasi Rl di forum
bilateral, regional maupun
internasional. Seiring dengan
meningkatnya kapasitas
Indonesia, sejak tahun 1981
Indonesia bekerja sama
dengan Japan International
Cooperation Agency (JICA)
memberikan bantuan teknik
kepada negara-negara
berkembang di kawasan Asia,
Afrika, Pasifik, bahkan Amerika
Latin. Bantuan teknik yang
diberikan berupa pelatihan dan
pengiriman tenaga ahli. Hingga
saat ini ribuan peserta dari
banyak negara di dunia telah
berkunjung ke Indonesia untuk
mengikuti berbagai pelatihan
teknik.

R o

ntuk lebih  me-
ngembangkan
program-program
kerja sama teknik
tersebut, Kemlu
telah membentuk Direktorat Kerja
Sama Teknik, dibawah Direktorat
Jenderal Informasi dan Diplomasi
Publik, pada tahun 2006. Dalam
menjalankan tugasnya, Kemlu
senantiasa bekerja sama dengan
instansi teknis, LSM dan nara sum-
ber yang kompeten di dalam pe-
nyelenggaraan program-program
kerja sama tekniknya. Tidak dapat
dimungkiri ada pihak-pihak yang
skeptis terhadap manfaat bantuan
teknik bagi Indonesia, terutama
mereka yang mengukur hasilnya
dari sesuatu yang ‘tangible’ dan
dapat dirasakan serta merta, pada-
hal dampak dari kerja sama teknik
bisa saja intangible. Pada dasarnya
kerja sama teknik adalah proses
panjang yang dampaknya baru da-
pat dirasakan di masa mendatang.

Perkembangan kerja sama
teknik Indonesia tidak dapat di-

I .”‘5 o

_ ~

lepaskan dari upaya-upaya PBB
untuk membantu negara-negara
berkembang dalam mengatasi ke-
tertinggalannya. Konferensi PBB
di Argentina pada tahun 1978 da-
pat dikatakan bersejarah karena
telah melahirkan  Buenos Aires
Plan of Action (BAPA) yang menja-
di tonggak bagi Kerja sama Teknik
antarnegara Berkembang (KTNB).
Majelis Umum PBB melalui berba-
gai resolusi dan keputusannya te-
lah menegaskan arti penting dan
validitas KTNB. Semua negara dan
badan-badan PBB telah dihimbau
untuk melaksanakan rekomenda-
si-rekomendasi yang ada di BAPA.

KTNB yang pada dasarnya
adalah kerja sama teknik Selatan-
Selatan, bertujuan untuk mewujud-
kan kemandirian dan percepatan
pembangunan di negara-negara
berkembang. Kerja sama teknik
juga merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan kemitraan
antarnegara. Melalui berbagai ke-
giatan dalam kerangka kerja sama
teknik, diharapkan akan terjadi

saling tukar informasi, pengalaman
serta menciptakan dasar yang kuat
bagi kerja sama antara Indonesia
dan negara-negara peserta. Mela-
lui kerja sama Selatan-Selatan ini
negara-negara berkembang diha-
rapkan dapat saling membantu
dalam pembangunan untuk me-
ngurangi ketergantungan kepada
negara maju dan mengatasi keter-
tinggalannya, terutama mengingat
adanya kecenderungan jenuhnya
bantuan negara-negara maju atau
aid fatique kepada negara-negara
berkembang.

Indonesia telah banyak belajar
dari negara-negara maju. Seiring
dengan meningkatnya kapasitas
Indonesia, baik kapasitas SDM
maupun kapasitas kelembagaan,
sejak tahun 1981 Indonesia bekerja
sama dengan Japan International
Cooperation Agency (JICA) mulai
memberikan bantuan teknik da-
lam rangka program KTNB kepada
negara-negara berkembang di
kawasan Asia, Afrika, Pasifik, bah-
kan Amerika Latin, dalam bentuk
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pelatihan dan pengiriman tenaga
ahli. Melalui berbagai program
tersebut, ribuan peserta telah
berkunjung ke Indonesia untuk
mengikuti berbagai pelatihan.
Untuk mengembangkan program-
program kerja sama teknik ter-
sebut, Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia membentuk
Direktorat Kerja Sama Teknik pada
tahun 2006.

Direktorat ini bertugas untuk
menjalankan program-program di
mana negara-negara berkembang
lainnya dapat meningkatkan ka-
pasitasnya, mengembangkan ke-
mitraan antarnegara, memahami
budaya serta tradisi Indonesia dan
mempromosikan kapasitas yang
dimiliki Indonesia. Selain itu, Di-
rektorat Kerja Sama Teknik juga
bertujuan untuk memperkuat
dan mengembangkan kerja sama
teknik Indonesia dalam kerangka
pembangunan dan kerja sama in-
ternasional. Direktorat ini bertu-
gas untuk memajukan kerja sama
teknik di berbagai bidang, terma-
suk politik, keamanan, ekonomi,
keuangan, pembangunan, sosial
budaya, dan iptek.

Berdirinya Direktorat Kerja
Sama Teknik telah memberikan ru-
ang yang lebih luas bagi Indonesia
untuk memberikan bantuan teknik
bagi negara-negara lain, melalui
program pelatihan, pengiriman
ahli, lokakarya, pemagangan dan
pemberian bantuan peralatan
yang dibiayai oleh APBN. Berba-
gai pengalaman Indonesia telah
dibagikan kepada negara-negara
berkembang lain yang membutuh-
kan. Topik dan isu-isu baru yang
menjadi perhatian dan kepenting-
an negara-negara berkembang
telah pula dituangkan menjadi
topik pelatihan seperti perubahan
iklim, energi terbarukan, perta-
nian, kehutanan, penanggulangan
bencana, perikanan, kredit mikro,
pemberdayaan perempuan serta
demokrasi dan good governance.
Dengan demikian, Indonesia tidak
lagi menjadi negara penerima se-
mata, namun telah menjadi pem-
beri, atau pada tingkatan tertentu
telah menjadi donor atau resource
country.

Meningkatnya status Indone-
sia sebagai negara donor atau le-
bih tepatnya negara pemberi ban-
tuan pembangunan bukan berarti
Indonesia tidak lagi membutuhkan
bantuan teknik dari negara maju
dan lembaga donor internasional
baik dalam bentuk keuangan, te-

naga ahli atau narasumber serta
peralatan. Sebagai negara ber-
kembang, Indonesia tetap memer-
lukan peningkatan kapasitas untuk
mengatasi ketertinggalannya dari
negara-negara maju. Masa depan
kerja sama teknik Indonesia akan
sangat tergantung kepada be-
berapa hal seperti, ketersediaan
anggaran, SDM dan kelembaga-
an. Adanya suatu lembaga yang
kuat dan berfungsi penuh sebagai
pelaksana kerja sama teknik dan
didukung oleh anggaran yang kuat
pula, akan menjamin ‘sustainabi-
lity’ program-program kerja sama
teknik Indonesia.

Kerja sama teknik sebagai alat
diplomasi tentunya tidak menge-
sampingkan aspek teknisnya yakni
alih teknologi, pengetahuan dan
pengalaman dalam setiap ban-
tuan tekniknya. Oleh karenanya

jakan lvar negeri RI selalu men-
jadi rujukan. Selain itu, permin-
taan khusus dari negara lain juga
menjadi dasar perumusan program
sepanjang Indonesia memiliki ka-
pasitas. Mengenai pembiayaan,
Indonesia memiliki empat skema
pembiayaan yaitu melalui rupiah
murni (APBN), kerja sama segi tiga
dengan donor, pembiayaan ber-
sama antara Indonesia dengan ne-
gara penerima, serta pembiayaan
penuh dari negara donor atau or-
ganisasi internasional. Dalam kon-
teks nasional, Kemlu dan instansi
teknis telah bekerja sama di dalam
pembiayaan program. Kerja sama
segitiga di dalam penyelenggaraan
program peningkatan kapasitas
sangat diperlukan dalam rangka
menjaga keberlanjutannya (sus-
tainability), karena membutuhkan
biaya yang besar, sedangkan Indo-

Meningkatnya status Indonesia sebagai negara
donor atau lebih tepatnya negara pemberi bantuan
pembangunan bukan berarti Indonesia tidak lagi
membutuhkan bantuan teknik dari negara maju dan
lembaga donor internasional baik dalam bentuk
keuangan, tenaga ahli atau narasumber serta
peralatan. Sebagai negara berkembang Indonesia
tetap memerlukan peningkatan kapasitas untuk
mengejar ketertinggalannya dari negara-negara
maju. Masa depan kerja sama teknik Indonesia akan
sangat tergantung kepada beberapa hal seperti
ketersediaan anggaran, SDM dan kelembagaan.

Kemlu senantiasa bekerja sama
dengan instansi teknis, LSM dan
narasumber yang kompeten di
dalam penyelenggaraan program-
program kerja sama tekniknya.
Program-program tersebut, te-
lah  memberikan manfaat bagi
negara berkembang lain sesuai
dengan kebutuhan negara pene-
rima. Tidak dapat dimungkiri ada
pihak-pihak yang skeptis terhadap
manfaat bantuan teknik bagi In-
donesia, terutama mereka yang
mengukur hasilnya dari sesuatu
yang ‘tangible’ dan dapat dirasa-
kan serta merta, padahal dampak
dari kerja sama teknik bisa saja
‘intangible’. Pada dasarnya kerja
sama teknik adalah proses pan-
jang yang dampaknya baru dapat
dirasakan di masa mendatang.

Di dalam penentuan program
kerja sama teknik, prioritas kebi-

nesia masih menghadapi kendala
anggaran.

Kegiatan Direktorat Kerja sama
Teknik menekankan pada program
pembangunan mandiri yang ber-
orientasi pada tindakan, pragmatis
dan realistis. Sejak pembentukan-
nya, Direktorat Kerja sama Teknik
bersama dengan Kementerian tek-
nis, organisasi internasional, ber-
bagai institusi dan LSM telah me-
nyelenggarakan berbagai program
peningkatan kapasitas untuk nega-
ra-negara berkembang di wilayah
Asia Pasifik dan Afrika. Beberapa
negara yang pernah mengikuti ber-
bagai pelatihan tersebut adalah:
Afganistan, Aljazair, Bangladesh,
Brunei Darussalam, China, Ethio-
pia, Filipina, Fiji, India, Iran, Jepang,
Kamboja, Kenya, Kiribati, Laos,
Madagaskar, Malaysia, Maldives,
Myanmar, Mozambik, Namibia,

Nepal, Nigeria, Palau, Pakistan,
Papua Nugini, Samoa, Solomon
Islands, South Africa, South Korea,
Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Thai-
land, Timor Leste, Tuvalu, Uganda,
Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam,
dan Zimbabwe.

Berbagai kegiatan yang te-
lah dilaksanakan Direktorat Kerja
Sama Teknik adalah Program-
Program Pelatihan yang meliputi:
Technical Assistance on Bamboo
Craftmanship; Training on Micro-
finance: Establishing and Mana-
ging Micro Finance Institution; Skill
Training on Wood Carving; Apprenti-
ceship Program for Farmers; Regio-
nal Workshop on Enhancing Energy
Security through Community Based
Micro Hydro Technology; Internatio-
nal Workshop on Women Empower-
ment in Economic Development:
Promoting Women’s Productivity;
International Training Workshop on
Development of Renewable Energy:
Its Role in Rural Socio-Economic De-
velopment; International Training
Program on Business Incubator to
Develop Small and Medium Enter-
prises; International Training Pro-
gram on TV Documentary Program
Production; International Workshop
on Enhancing South-South Coope-
ration Roles on Disaster Risk Mana-
gement; International Training Pro-
gram on Democratization and Good
Governance; International Training
Program on Intensive Shrimp Cul-
ture for South Asian and Southeast
Asian Countries; International Train-
ing Program on Grouper Nursery for
Asia and African Countries; Interna-
tionalTraining Program on Handling
Freshwater Pests and Fish Diseases
for Asia and Pacific Countries; Inter-
nationalTraining Program on Pover-
ty Reduction; International Training
Program on Forest Rehabilitation;
International  Training ~ Program
on Local Economic Development
Through Business Development
Services; International Training Pro-
gram on Post Harvest Technology
on Fruits and Vegetables; Dispatch
of Indonesian Agriculture Experts;
4. International Training Program
on Ecotourism for Pacific Countries;
International Workshop on Appro-
priate Waste Management Techno-
logies; International Workshop on
Multi Disaster Risk Management;
International  Training ~ Program
on Public Administrative Reform
for Good Governance; Dispatch of
Indonesia Language Teacher and
Angklung Instructor.[]
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aporan terbaru

kemudahan bisnis

(Ease Doing Busi-

ness) 2014 yang

dirilis oleh Interna-
tional Finance Corporation (IFC)
menyebutkan bahwa peringkat
kemudahan bisnis Indonesia
naik delapan level dibanding-
kan tahun lalu (238) dan me-
nempati peringkat 120 dari 189
negara. Namun demikian, Indo-
nesia masih berada di bawah
negara-negara ASEAN lainnya
seperti Singapura (1), Malaysia
(6), Thailand (28) dan Filipina
(208). IFC yang merupakan ba-
gian dari grup Bank Dunia me-
nyebutkan bahwa faktor utama
yang membuat peringkat Indo-
nesia naik adalah perbaikan da-
lam akses perkreditan.

Laporan IFC mengungkap-
kan bahwa Indonesia dinilai
mampu melakukan perbaikan
requlasi framework untuk ber-
bagi informasi kredit dimana
Indonesia memperbaiki sistem
informasi  kreditnya melalui
regulasi baru yang memben-
tuk kerangka hukum dalam
membangun biro kredit. Peni-
laian kemudahan kredit menyer-
takan kedalaman informasi

Mahendra Siregar

RP 450 TRILIUN

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

kredit, penguatan aturan hukum,
lingkup register public, serta ling-
kup register biro swasta.

Dari 10 kategori yang dijadikan
dasar penilaian ease doing busi-
ness, Indonesia sebenarnya meng-
alami perbaikan hanya dalam tiga
kategori yaitu akses listrik (getting
electricity), kemudahan mendapat-
kan kredit (getting credit), serta pe-
mecahan masalah kebangkrutan
(resolving insolvency). Sementara,
untuk tujuh kategori lainnya Indo-
nesia justru mengalami penurunan
peringkat.

Tujuh kategori tersebut adalah;
kemudahan dalam memulai bisnis
(starting a business), perizinan ter-
kait pendirian bangunan (dealing
with construction permit), perlin-
dungan investor (protecting inves-
tor), pembayaran pajak (paying
taxes), trading access border, serta
pelaksanaan kontrak (enforcing
contract). Perbaikan paling besar
yang dilakukan Indonesia adalah
terkait akses listrik.

Pada laporan Ease Doing Busi-
ness 2014, peringkat akses listrik
Indonesia berada di urutan 121. Pe-
ringkat tersebut naik 26 peringkat
dari 147 menjadi 121. Sebaliknya,
kategori yang mengalami penu-
runan paling besar adalah trading

|
E.

across borders. Sementara ity
pada laporan Ease Doing Business
2013 (tahun lalu), Indonesia berada
pada peringkat 37 dalam trading
across borders.

Laporan tersebut mengung-
kapkan bahwa posisi Indonesia
turun ke urutan 54, atau anjlok 17
peringkat. Penilaian trading across
border meliputi jumlah perlengka-
pan dokumen, biaya serta waktu
untuk aktivitas ekspor dan impor.
Penurunan peringkat sangat besar
juga terjadi di kemudahan perizi-
nan yang turun 13 peringkat men-
jadi 88 serta kemudahan memulai
bisnis yang turun g peringkat men-
jadi urutan 17s.

Untuk memulai bisnis  di
Indonesia, para pengusaha rata-
rata membutuhkan waktu 48 hari.
Di Malaysia hanya membutuhkan
waktu 6 hari, sedangkan Thailand
membutuhkan 27,5 hari. Country
Director Bank Dunia  untuk
Indonesia Rodrigo Chavez, memuji
komitmen Indonesia untuk terus
mempermudah pengusaha yang
tengah berkembang.

Setiap langkah  perbaikan
yang dilakukan pemerintah untuk
mempersingkat  regulasi  juga
membuktikan janji Indonesia se-
bagai kekuatan ekonomi regional

dan global, Bank Dunia juga
mengapresiasi perbaikan akses
listrik di Indonesia. Berdasarkan
perkiraan Bank Dunia, biaya
akses listrik telah berkurang
60%.

Indonesia menargetkan bisa
masuk 100 besar untuk tahun
depan atau dalam peringkat
Ease Doing Business 2015.
Arahan dari wakil presiden
adalah masuk top 100, dua
digit pada tahun depan. Demi
untuk dapat mencapai target
100 besar, pemerintah akan
melakukan sejumlah perbaikan
serta meningkatkan koordinasi

dengan  sejumlah  instansi
untuk  melakukan instruksi
Wapres  terkait  perbaikan

usaha. Ditegaskan bahwa Pada
tanggal 25 Oktober 2013 lalu
Wapres Boediono menuturkan
bahwa mulai Februari 2014
setiap pengusaha sudah harus
mendapatkan kemudahan
dalam memulai bisnis.

Ada delapan bidang yang
menjadi sasaran perbaikan un-
tuk meningkatkan kemudahan
berusaha, yaitu meliputi saat
memulai usaha, penyambungan
tenaga listrik, pembayaran pa-
jak dan premi asuransi, penye-
lesaian perkara perdata per-
janjian, penyelesaian perkara
kepailitan, pencatatan kepemi-
likan hak atas tanah dan bangu-
nan, perizinan terkait pendirian
pembangunan, serta perolehan
kredit.

Ada 17 rencana aksi yang
juga dikeluarkan untuk mem-
percepat kemudahan di delapan
bidang tersebut dan semuanya
harus selesai pada Februari ta-
hun depan. Bahwa peraturan
bukan hanya dikeluarkan dan
kemudian selesai melainkan ba-
gaimanaimplementasinya. Jadi,
bukan cuma check list-nya.

Dengan perbaikan pering-
kat menjadi 120, maka kita opti-
mistis jika target investasi pada
tahun 2014, senilai Rp 450 triliun
bisa tercapai. Kalau dari segi be-
sarannya, maka angka Rp 450
triliun, itu tidaklah sulit.[]
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Melemahnya
pertumbuhan ekonomi
Internasional dan kawasan
serta rendahnya daya
saing internasional
Indonesia yang disertai
dengan melemahnya
harga komoditas

telah menekan ekspor
Indonesia. Kinerja neraca
perdagangan Indonesia
memburuk pada bulan Juli
2013. Neraca perdagangan
tercatat defisit USD 2,3
miliar setelah sebelumnya
pada bulan Juni 2013
defisit USD o,9 miliar.
Secara kumulatif dari
bulan Januari hingga

Juli 2013, defisit neraca
perdagangan Indonesia
telah menyentuh USD 5,6
miliar.

ilai ekspor Indone-
sia pada bulan Juli

2013  meningkat
2,4% dari bulan
sebelumnya. Nilai

ekspor meningkat dari USD 14,8
miliar pada Juni 2013 menjadi USD
15,12 miliar pada Juli 2013, meski-
pun jika dibandingkan dengan
periode sama tahun sebelumnya
pencapaian ekspor turun 6,1%.
Sedangkan dari sisi impor, nilai
impor Indonesia Juli 2013 mening-
kat 11,4 % dibandingkan Juni 2013
dan meningkat 6,5% dibandingkan
Juli 2012. Peningkatan terbesar
terjadi pada impor barang modal
sebesar 13,2%, kemudian impor
barang mentah sebesar 11%, dan
impor barang konsumsi sebesar
10,7%. Peningkatan nilai impor In-
donesia ini memicu defisit neraca
perdagangan yang semakin besar.
Secara kumulatif dari bulan Ja-
nuari hingga Juli 2013, nilai impor
Indonesia menurun 0,86%, begitu
juga dengan nilai ekspor Indonesia
yang menurun 6,08% dibanding-
kan dengan periode Januari hingga
Juli 2012.

Peningkatan nilai impor yang
lebih besar dari nilai ekspor pada
bulan Juli 2013 mengakibatkan
defisit neraca perdagangan tidak
terelakkan lagi. Defisit neraca per-
dagangan Indonesia pada Juli 2013

PENINGKATAN NILAI IMPOR
LEBIH BESAR DARI NILAI
EKSPOR PADA BULAN JULI
2013 AKIBATKAN DEFISIT
NERACA PERDAGANGAN
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mencatat rekor tertinggi defisit
neraca perdagangan yang pernah
ada. Defisit neraca perdagangan
yang cukup besar akan meng-
gerus cadangan devisa Indonesia
sehingga semakin lama cadangan
devisa Indonesia semakin kecil. Hal
ini seiring dengan menurunnya ni-
lai cadangan devisa Indonesia dari
USD 108,8 miliar pada bulan Janu-
ari 2013 menjadi USD 92,997 miliar
pada Agustus 2013.

Kenaikan harga bahan bakar
minyak yang diberlakukan be-
berapa waktu lalu belum signifikan
berpengaruh terhadap nilai impor
migas Indonesia. Nilai impor
migas Indonesia tercatat masih
mengalami  peningkatan,  dari
yang sebelumnya USD 3,5 miliar
pada Juni 2013 menjadi USD
4,1 miliar pada Juli 2013. Lebih
rinci, peningkatan impor migas
disebabkan oleh naiknya impor
minyak mentah sebesar 30,67%
dan hasil minyak sebesar 1,62%,
disaat impor gas turun 5,81%.
Secara kumulatif, nilai impor
migas dari bulan Januari hingga Juli

—
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2013 mencapai USD 26,2 miliar,
meningkat 8,3% dari impor migas
pada periode yang sama tahun
sebelumnya.

Berbanding terbalik dengan
nilai impor migas yang meningkat,
nilai ekspor migas Indonesia
tercatat mengalami penurunan.
Nilai ekspor migas Indonesia yang
semula USD 2,8 miliar pada Juni
2013, menurun menjadi USD 2,3
miliar pada Juli 2013. Penurunan
ini dipicu oleh penurunan ekspor
minyak mentah sebesar 10,47%,
ekspor hasil minyak sebesar7,94%,
dan ekspor gas sebesar 25,3%.
Meskipun  terjadi  penurunan
ekspor migas, namun harga
minyak mentah Indonesia di pasar
dunia tercatat naik USD 99,97 per
barel pada Juni 2013 menjadi USD
103,22 per barel pada Juli 2013.
Secara kumulatif, nilai ekspor
migas Indonesia pada Januari
hingga Juli 2013 sebesar USD 18,6
miliar, menurun 19,7% dari nilai
ekspor migas Indonesia periode
yang sama tahun sebelumnya.

Dengan keadaan ekspor dan

impor migas yang telah dijabarkan
tersebut, maka defisit neraca per-
dagangan migas Indonesia pada
Juli 2013 tidak terelakkan semakin
melebar. Defisit neraca perda-
gangan migas yang semula USD
0,7 miliar pada Juni 2013, mening-
kat menjadi USD 1,9 miliar. Diban-
dingkan dengan tahun sebelumnya
yang surplus USD o,2 miliar, neraca
perdagangan migas Indonesia
pada Juli 2013 dinilai memburuk.
Peningkatan ekspor pada bu-
lan Juli 2013 ini ditopang oleh me-
ningkatnya nilai ekspor non migas
dari USD 11,9 miliar pada bulan
Juni 2013 menjadi USD 12,8 miliar
pada Juli 2013. Peningkatan ekspor
non migas terbesar antara lain ter-
jadi pada komoditas bijih, kerak,
dan abu logam yang meningkat
sebesar USD o,2 miliar, sedangkan
untuk penurunan terbesar terjadi
pada lemak dan minyak hewan/na-
bati sebesar USD 0,4 miliar. China,
Amerika, dan Jepang masih men-
jadi negara utama tujuan ekspor
non migas Indonesia yang nilainya
masing-masing mencapai USD 1,7
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miliar, USD 1,5 miliar, dan USD 1,4
miliar pada bulan Juli 2013. Secara
kumulatif, nilai ekspor non migas
Indonesia pada Januari hingga Juli
2013 mengalami penurunan se-
besar 2,7% dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebe-
lumnya.

Di sisi lain, impor non migas
Indonesia meningkat dari USD
12,1 miliar menjadi USD 13,3 mi-
liar dari Juni 2013 ke Juli 2013. Ba-
rang-barang impor yang memiliki
kontribusi terbesar meningkatnya
nilai impor non migas antara lain
mesin dan perlatan mekanik yang
meningkat 18,3%, plastik dan ba-
rang dari plastik yang naik 28,2%,
serta golongan besi dan baja yang
meningkat sebesar 14,9%. Ketiga
barang tersebut memiliki pening-
katan impor terbesar dengan nilai
nominal masing-masing lebih dari
USD o,1 miliar. Menurut negara
asal barang impor, peningkatan
impor non migas Indonesia dito-
pang oleh peningkatan impor non
migas dari China sebesar 17,56%,
Jepang 9,7%, dan Singapura sebe-
sar 15,9%. Secara kumulatif dari
Januari hingga Juli 2013, nilai im-
por non migas Indonesia sebesar
USD 85,5 miliar, menurun dari nilai
impor non migas kumulatif pada
periode sama tahun sebelumnya
yaitu USD 88,6 miliar.

Dengan keadaan ekspor dan
impor non migas yang telah dija-
barkan itu, maka hal ini menegas-
kan bahwa terjadi pelebaran defisit
neraca perdagangan non migas.
Neraca perdagangan non migas
yang semula defisit USD o,2 miliar
pada Juni 2013, meningkat menjadi
USD o, 5 miliar pada Juli 2013.

Demikian juga defisit transaksi

berjalan terus meningkat pada
kuartal 1l1-2013. Defisit transaksi
berjalan meningkat dari USD 5,8
miliar pada kvartal I-2013 menjadi
USD 9,8 miliar pada kuartal ll-2013.
Dibandingkan dengan kuartal II-
2012, kinerja transaksi berjalan
Indonesia pada kuartal 1-2013
dinilai lebih buruk. Pada kuartal
II-2012, defisit transaksi berjalan
Indonesia tercatat USD 8,2 miliar
lebih rendah dari defisit saat ini.

Memburuknya defisit transaksi
berjalan pada periode ini, teru-
tama disebabkan oleh merosot-
nya kinerja neraca perdagangan
barang yang memburuk dari ku-
artal sebelumnya. Neraca perda-
gangan barang yang semula sur-
plus USD 1,6 miliar pada kuartal
I-2013, menurun menjadi defisit
USD 0,6 miliar pada kuartal II-
2013. Memburuknya kinerja nera-
ca perdagangan non migas di saat
neraca perdagangan migas ma-
sih defisit, merupakan penyebab
memburuknya kinerja neraca per-
dagangan barang. Di samping itu,
harga komoditas ekspor Indonesia
yang masih mengalami penuru-
nan turut memperburuk keadaan
neraca perdagangan barang pada
periode ini.

Selain disebabkan menurun-
nya kinerja neraca perdagangan
barang, memburuknya kinerja
transaksi berjalan juga disebabkan
oleh melebarnya defisit neraca jasa
dan pendapatan. Defisit neraca
jasa meningkat dari USD 2,5 miliar
pada kuartal I-2013 menjadi USD 3
miliar pada kuartal 1I-2013. Mele-
barnya defisit neraca jasa merupa-
kan akibat dari naiknya jasa trans-
portasi seiring dengan kenaikan
impor barang. Sedangkan dalam

periode yang sama, defisit neraca
pendapatan juga meningkat dari
USD 6 miliar menjadiUSD 7,2 miliar
pada kuartal I-2013. Peningkatan
ini disebabkan oleh meningkatnya
pembayaran pendapatan investasi
Indonesia pada kuartal I1-2013.

Transaksi modal dan finansial
tercatat kembali mengalami sur-
plus sebesar USD 8,2 miliar pada
kuartal 1l-2013, setelah pada ku-
artal sebelumnya mengalami de-
fisit USD o,3 miliar. Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, kinerja
transaksi modal dan finansial pada
kuartal 1l-2013 juga dinilai lebih
baik. Pada kuartal Il-2012 trans-
aksi modal dan finansial tercatat
surplus USD 5 miliar, lebih rendah
dari transaksi modal dan finansial
kuartal Il-2013.

Membaiknya kinerja transaksi
modal dan finansial pada kuartal
II-2013 ditopang oleh peningkatan
kinerja investasi lainnya yang me-
ningkat dari defisit USD 7 miliar
pada kuartal I-2013 menjadi surplus
USD 2,3 miliar pada kuartal 1I-2013.
Peningkatan kinerja investasi lain-
nya disebabkan oleh meningkat-
nya penarikan vang dan simpan-
an swasta di perbankan luar negeri
yang mencapai USD 4,6 miliar
pada kuartal II-2013 dan tercatat
di sisi aset. Sedangkan transaksi
investasi lainnya di sisi kewajiban
mencatat besarnya pembayaran
pinjaman luar negeri oleh otoritas
moneter, pemerintah, dan swasta
yang masing-masing sebesar USD
0,03 miliar, USD 1,7 miliar, dan USD
7 miliar pada kuartal ll-2013.

Berbeda dari investasi lainnya,
kinerja investasi langsung dan in-
vestasi portofolio pada kuartal II-
2013 cenderung menurun. Kinerja

investasi langsung menurun dari
USD 3,9 miliar pada kuartal I-2013
menjadi USD 3,3 miliar pada ku-
artal 11-2013. Sedangkan investasi
portfolio menurun dari USD 2,8
miliar menjadi USD 2,6 miliar pada
kuartal Il-2013.

Dari sisi kewajiban investasi
portfolio, aliran masuk dana asing
pada surat utang sektor publik
mencapai USD 3,1 miliar mening-
kat dari kuartal sebelumnya yaitu
USD o,1 miliar. Kenaikan ini dito-
pang oleh penerbitan obligasi pe-
merintah senilai USD 3 miliar pada
kuartal II-2013, di mana sebanyak
USD 2,7 miliar dimiliki oleh inves-
tor asing.

Sementara ity, investasi
asing pada instrumen portofolio
pada sektor swasta menunjukkan
penurunanyangtajamdariUSD 2,7
miliar pada kuartal 1-2013 menjadi
USD o,1 miliar pada kuvartal II-
2013.

Neraca pembayaran Indonesia
mengalami sedikit perbaikan pada
kuartal 1l-2013. Terjadi penurunan
defisit neraca pembayaran dari
USD 6,6 miliar pada kuartal I-2013
menjadi USD 2,5 miliar pada kuar-
tal II-2013. Meskipun keadaan tran-
saksi berjalan masih defisit, tetapi
perbaikan kinerja neraca pemba-
yaran ini ditopang oleh perbaikan
kinerja transaksi modal dan finan-
sial, terutama jika dilihat dari sisi
investasi lainnya yang meningkat
pesat dari kuartal sebelumnya.

Sejalan dengan neraca pem-
bayaran yang masih defisit, jum-
lah cadangan devisa pun sema-
kin menurun. Cadangan devisa
Indonesia yang tercatat USD 108,8
miliar pada Januari 2013, menu-
run menjadi USD 93 miliar pada
Agustus 2013. Debt Service Ratio
Indonesia yang menyentuh 41,4%
pada kuartal 1l-2013 mengindikasi-
kan jumlah kewajiban pembayaran
bunga dan cicilan utang yang se-
makin mendekati jumlah pendapa-
tan dari ekspor. Hal ini menunjuk-
kan kemampuan membayar utang
Indonesia semakin mengecil.

Dibandingkan dengan kuar-
tal yang sama tahun sebelumnya,
keadaan neraca pembayaran Indo-
nesia pada periode ini masih lebih
baik. Pada kuartal II-2012, neraca
pembayaran Indonesia tercatat
defisit USD 2,8 miliar dengan de-
fisit transaksi berjalan USD 8,2
miliar dan transaksi modal dan
finansial yang surplus USD 5,1 mi-
liar.(Sumber: Badan Pusat Statistik
dan CEIQ).
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MAMPUKAH

SEAN  Economic

Community (AEC)

2015 akan segera

diluncurkan dan

menjadi  tonggak
awal dari sebuah pertarungan dan
persaingan terbuka semua negara
anggota ASEAN di sektor pereko-
nomian yang meliputi perdagang-
an barang, jasa, investasi, tenaga
terampil dan arus modal yang lebih
bebas, sebagaimana telah disepa-
kati dalam cetak biru pada Konfe-
rensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN
Ke 19 di Bali 2011.

AEC merupakan suatu sistem
ekonomi yang terintegrasi di da-
lam kawasan dan bertujuan agar
perekonomian di kawasan men-
jadi lebih maju dan efisien melalui
berbagai kebijakan seperti pene-
rapan pasar tunggal dan basis pro-
duksi regional, kawasan berdaya
saing tinggi, kawasan dengan
pembangunan ekonomi yang me-
rata, serta terintegrasi dengan per-
ekonomian dunia.

Indonesia merupakan negara
terbesar dan paling banyak jumlah
penduduknya jika dilihat dari struk-
tur wilayah dan jumlah penduduk
ASEAN. Dengan jumlah pendu-
duk mencapai sekitar 250 juta jiwa
atau sekitar 40% dari total seluruh
penduduk ASEAN, Indonesia men-
jadi salah satu pasar yang potensial
bagi negara pesaing, karena kon-
sumsi masyarakat yang besar dan
jumlah penduduk kelas menengah
yang terus meningkat.

Sejumlah pihak, seperti ang-
gota DPR dan para pengusaha me-
rasa pesimis bahwa produk indu-
stri nasional bisa bersaing dengan
produk negara anggota ASEAN
yang lain. Hal ini mengingat bahwa
pengembangan industri nasional
masih menghadapi sejumlah ham-
batan, seperti kondisi infrastruktur,
biaya logistik yang tinggi, kenaikan
harga BBM bersubsidi, tarif dasar
listrik dan upah minimum, persoa-
lan ketenagakerjaan, hingga ma-
salah maraknya pungutan liar dan
izin birokrasi yang berbelit.

Sejumlah hambatan tersebut,
memang merupakan faktor peng-
hambat peningkatan daya saing

PRODUK INDUSTRI NASIONAL
BERSAING DENGAN PRODUK

NEGARA ASEAN LAIN ?

BM (AN

produk industri sejak beberapa
waktu silam. Beberapa pihak ba-
hkan meminta pemerintah untuk
melakukan pengkajian ulang ter-
hadap kesepakatan dengan para
petinggi ASEAN, mengingat kon-
disi industri nasional yang belum
siap. Salah satu kondisi subjektif
yang menjadi indikator penting
dalam AEC 2015 adalah produk in-
dustri harus mampu mendongkrak
volume perdagangan nasional,
artinya harus memberi penguatan
kepada industri dalam negeri un-
tuk ekspor.

Ada beberapa hal yang
memang perlu diperbaiki agar
industri nasional dapat bersaing,
seperti misalnya perbaikan daya
saing industri. Komisi VI DPR
dan para pelaku usaha bahkan
meyakini bahwa industri nasional
belum siap menghadapi AEC
2015. Kurangnya infrastruktur
dan beban biaya logistik yang
tinggi membuat industri nasional
“gugup” menghadapi AEC 2015.
Biaya logistik di Indonesia rata-
rata masih 16% dari total biaya
produksi, sedangkan normalnya
maksimal hanya 9% hingga 10%.

Kadin dan Apindo juga merasa
tidak siap menghadapi AEC 2015
karena hambatan yang ada di da-
lam negeri begitu berat sehingga

produk yang dihasilkan oleh in-
dustri dalam negeri kurang ber-
daya saing dari segi kualitas dan
kuantitas. Hingga saat ini, baik
pemerintah maupun dunia usaha
masih belum terlihat berupaya
mengintegrasikan program untuk
melakukan persiapan menghadapi
AEC 2015.

Untuk  menghadapi  AEC,
Kadin berharap adanya keterliba-
tan integratif dalam pembuatan
kebijakan pemerintah Indonesia
seperti yang sudah dilakukan ne-
gara-negara ASEAN lain, di an-
taranya Singapura, Malaysia, dan
Thailand. Dalam hal ini, Indone-
sia masih harus berbenah karena
sektor swasta masih jauh berada
di lvar lingkaran pengambilan
keputusan oleh negara. Dengan
diberlakukannya AEC pada akhir
2015, maka ASEAN akan terbuka
untuk perdagangan barang, jasa,
investasi, modal, dan pekerja (free
flow of goods, free flow of services,
free flow of investment, free flow
of capital, dan free flow of skilled
labor). Masing-masing negara ha-
rus berupaya untuk mendapatkan
keuntungan dan kemanfaatan
dari pemberlakuan AEC. Kadin
berpandangan bahwa Pemerintah
memang sudah seharusnya men-
dukung dunia usaha dengan meng-

hilangkan semua hambatan agar
dunia usaha bisa meningkatkan
daya saing.

Sementara itu, Apindo me-
mandang bahwa Indonesia harus
bersiap diri untuk menghadapi
AEC 2015. Pemerintah Indonesia
maupun para pelaku usaha harus
bekerjasama untuk menghadapi
AEC. Pemberlakuan AEC, sudah
tentu akan berdampak pada per-
ekonomian negara-negara di ka-
wasan ASEAN. Terbukanya akses
ekonomi akan memunculkan per-
saingan yang semakin tinggi di sek-
tor usaha. Bukan hanya bersaing di
dalam negeri, para pengusaha In-
donesia juga akan berhadapan se-
cara langsung dengan pengusaha
di tingkat regional.

Pada saat pelaksanaan AEC
nanti, perekonomian Indonesia
bisa diibaratkan “seperti kapal laut
yang sedang menghadapi hujan
badai di tengah “samudera”. Jika
industri nasional mampu mener-
jang badai dan bertahan, maka
perekonomian Indonesia akan se-
lamat dan produk industri nasional
mampu untuk bersaing. Jika dilihat
dari kondisi industri dalam negeri
yang sesungguhnya, bisa dipasti-
kan bahwa pada saat awal pem-
berlakuan AEC 2015 nanti, industri
nasional belum sepenuhnya siap
untuk menghadapi pertarungan
dan persaingan dengan produk ne-
gara ASEAN yang lainnya.

Pada awal pemberlakuan AEC,
satu atau dua tahun pertama, pro-
duk industri nasional memang be-
lum siap bersaing. Namun seiring
berjalannya waktu serta upaya
pemerintah yang bertekad untuk
menghilangkan seluruh hambatan
yang ada, maka bisa dipastikan
bahwa industri dalam negeri akan
mampu untuk bersaing dan sukses
di AEC nanti. Industri nasional ma-
sih punya waktu untuk mengakse-
lerasi kesiapan menghadapi AEC.
Seiring dengan semakin dekatnya
waktu pelaksanaan AEC 2015,
dengan kesiapan yang mantap,
industri nasional akan menjadi
pemenang dalam kompetisi ter-
sebut.[]
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enjelang  dilak-
sanakannya Ma-
syarakat Ekono-
mi ASEAN pada
2015, para pelaku
usaha di Indonesia mulai memper-

siapkan diri. Dengan dimulainya
pasar bebas di kawasan ASEAN,
maka peluang para pengusaha
Indonesia untuk memasarkan pro-
duknya ke luar negeri semakin ter-
buka.

Namun dalam mempersiapkan
itu semua masih ditemui jalan ter-
jal, karena memasuki tahun politik
pada 2014 ini kondisi perekono-
mian Indonesia terombang-am-
bing karena perekonomian dunia.
Namun demikian, meskipun harus
menghadapi persaingan dari be-
berapa negara lainnya,diharapkan
Masyarakat Ekonomi ASEAN akan
mendorong pertumbuhan ekono-
mi di dalam negeri.

Memasuki tahun politik yang
bersifat transisional, dunia usaha
juga merasakan dampak dari
instabilitas negara, di mana faktor
polhukam memberi dampak yang
signifikan pada perekonomian
makro Indonesia. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun ini
diharapkan positif dan neraca
perdagangan Indonesia juga harus
sudahmembaik sebelumIndonesia
terjun di Masyarakat Ekonomi
ASEAN tahun depan.

Saat ini sektor perbankan
sedang fokus pada kredit untuk
Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dan momen ini sangat
bagus bagi pengusaha yang
sedang membangun usahanya.
Sektor UKM terbukti lebih mampu

bertahandalamkrisisdibandingkan
dengan sektor korporasi. Dalam
situasi ekonomi yang sulit kredit
bagi sektor UMKM memiliki resiko
lebih kecil dibanding korporasi.
Berkaca pada krisis 2008, sektor
UMKM samasekalitidak terganggu
krisis. Inilah yang menyebabkan
kredit bagi UKM menjadi tren bagi
bank-bank di Indonesia.

SektorUMKMselalubertumbuh
dan kultur wirausaha di Indonesia
juga sudah menjalar sampai
kepada generasi muda, karena
itu pemerintah perlu menyiapkan
pa-yung hukum yang jelas bagi
pelaku UKM. Peraturan tersebut
penting bagi keberlangsungan
UMKM, agar jelas tata aturan dan
konsekuensinya.

Pemerintah harus bersikap pro
aktif pada sektor UMKM ini karena
merupakan salah satu pilar eko-
nomi bangsa. Sektor UMKM bisa
menjadi tumpuan saat kondisi eko-
nomimemburuk. Pemerintahharus
mampu mengakomodir keadaan
dengan semakin berkembangnya
sektor UKM dari waktu ke waktu
dan jangan sampai sektor UKM ini
tidak siap menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean tahun 2015 nanti.[]

DKI SIAPKAN STRATEGI
HADAPI MASYARAKAT

emerintah provinsi DKI Jakarta saat ini
tengah menyiapkan beberapa langkah
untuk mempersiapkan masyarakatnya
menuju masyarakat ekonomi ASEAN.
Salah satu caranya, adalah dengan me-

EKONOMI ASEAN

Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta

ningkatkan produk dalam negeri. Ini adalah dalam
rangka meningkatkan produk lokal agar bisa ber-
saing dengan produk di negara lain. Pungutan biaya
yang membebani harus dihilangkan sehingga harga
bisa bersaing.

Selain itu, warga DKI yang memiliki usaha produk
lokal harus berani mempromosikan produknya. Ta-
hun depan promosi produk DKI harus gencar dilaku-
kan supaya bisa menguasai pasar. Bagi produk yang
memiliki kualitas baik, sekarang ini harus memperha-
tikan kemasan dari produknya. Packaging-nya harus
menarik supaya bisa berkompetisi.

Terkait dengan hal itu, Pemprov DKI menginisiasi
untuk mengumpulkan para gubernur dan wali kota
yang ada di sepuluh negara ASEAN untuk berdiskusi
dan saling belajar tentang permasalahan di kota ma-
sing-masing.
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MS Hidayat

Menteri Perindustrian

L.

Dok. tubasmedia.com

ntuk menghadapi
ASEAN  Economic
Community (AEC)
yang tidak bisa
mundur lagi, seka-
rang saya lebih proaktif mengajak
pengusaha untuk bekerja sama
membuat program peningkatan
daya saing guna menghadapi
persaingan yang semakin ketat.
Kementerian Perindustrian tidak
ingin mengulang lagi kejadian ke-
tidaksiapan pengusaha Indonesia
menghadapi pasar bebas ASEAN
- China (CAFTA) 200g9.

Ketika baru menjabat sebagai
Menteri Perindustrian pada tahun
2009, saya langsung dihadapkan
pada masalah adanya 220 jenis
produk industri kita yang tidak siap
bersaing di CAFTA. Oleh karena itu
dalam menghadapi AEC ini, saya
mengajak dunia usaha memper-

siapkan program bersama guna
meningkatkan daya saing, lebih
efisien, membuat produk yang
unggul, dan memberantas penye-
lundupan. Dengan sisa waktu seki-
tar dua tahun ini, memang cukup
banyak pekerjaan yang harus dila-
kukan pemerintah dan duniausaha
agar siap menghadapi AEC.

Ada sejumlah tantangan yang
harus dihadapi sektor industri
menjelang diberlakukannya AEC
2015, antara lain kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) yang ti-
dak sebanding dengan kenaikan
produktivitas, kurangnya pasokan
gas untuk industri, belum terja-
minnya pasokan bahan baku dari
dalam negeri, serta rendahnya
kualitas SDM di bidang industri.
Di tengah tantangan yang tidak
mudah untuk dilalui ini, Hidayat
mengarahkan berbagai kebijakan

di perindustrian menuju Indonesia
sebagai basis produksi dan menda-
patkan keuntungan yang maksimal
dari AEC 2015.

Dalam integrasi  ASEAN
production chain ini, Indonesia
diharapkan mendapatkan peran
bukan sebagai pemasok bahan
mentah dan pasar bagi hasil produk
ASEAN tapi juga menjadi basis
produksi. Program Kemenperin
untuk mencapai target tersebut
antara lain berupa penerapan
bea keluar bahan mentah seperti
CPO, karet, dan kakao, kemudian
pengurangan/penghapusan PPnBM
dalam pengembangan low cost &
green car (LCGC), pengembangan
industri komponen dan aksesoris
kendaraan, dan  peningkatan
kompetensi SDM di bidang
industri.

AEC

Franky Sibarani
Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha
> Indonesia (Apindo)

Dok. antara

da beberapa hal yang dikhawa-
tirkan oleh para pelaku usaha di
Indonesia dalam menghadapi ma-
syarakat ekonomi ASEAN (MEA)
atau ASEAN Economic Community
(AEQ). Kekhawatiran tersebut antara lain adalah
soal pekerja dalam menghadapi kesepakatan
ASEAN Free Trade Agreement atau perdagangan
bebas pada akhir 2015.

Dari sisi para pelaku usaha, sebenarnya me-
reka bebas untuk memilih, apakah akan mema-
kai pekerja lokal atau pekerja dari luar negeri.
Tapi kita prihatin kalau hal itu bakal didominasi
oleh pekerja asing, terlebih lagi bagi para pekerja
yang memiliki keterampilan atau berada di level
manajemen ke atas. Para pekerja asing di level
tersebut justru lebih terampil. Para PNS-nya saja
wajib menggunakan bahasa Inggris, sementara
itu jam kerja mereka juga lebih banyak diban-
dingkan dengan kita.

Di dalam masyarakat ekonomi ASEAN justru

MASIH MENYISAKAN
MASALAH PEKERJA

yang paling harus diperhatikan adalah pekerja-
pekerja yang memiliki profesi dan keterampi-
lan khusus. Pemerintah harus turun tangan un-
tuk menyelamatkan pekerja-pekerja tersebut
dengan membuat sebuah lembaga sertifikasi
profesi. Yang diatur dalam ASEAN adalah para
pekerja profesi. Untuk yang unskilled labour ya
tidak apa-apa, tetapi pemerintah harus turun
tangan untuk menyelamatkan para pekerja
profesi seperti dokter, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan masyarakat ekonomi
ASEAN, nantinya yang diutamakan adalah
para pekerja yang memiliki sertifikat profesi.
Dalam MEA nanti akan banyak dibicarakan
soal skill, sehingga yang namanya sertifikasi
itu menjadi sangat penting. Sudah saatnya
bagi kita sekarang ini untuk keluar dari isu soal
Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kebutu-
han Hidup Layak (KHL), dan lebih fokus kepa-
da program untuk meningkatkan produktivitas
dan skill para pekerja kita.

DI DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN JUSTRUYANG PALING HARUS DIPERHATIKAN ADALAH PEKERJA-PEKERJA
YANG MEMILIKI PROFESI DAN KETERAMPILAN KHUSUS. PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN UNTUK MENYELAMATKAN
PEKERJA-PEKERJATERSEBUT DENGAN MEMBUAT SEBUAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI.
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AEC 2015 HARUS MELINDUNGI
KAUM BURUH g - oo o,

Timbul Siregar
Anggota Presidium
Komite Aksi Jaminan
Sosial

yang akan dimu- lan, paling tidak untuk jaminan
lai pada tahun 2015 sosial. Pekerja asing saja yang
nanti diprediksi akan hanya enam bulan berada di
membawa keuntung- Indonesia sudah mendapatkan
an yang cukup besar dari sisi pe- jaminan sosial, berarti pekerja
ngusaha, namun justru merugikan Indonesia yang ada di luar ne-
para pekerja. Para pengusaha akan geri juga harus mendapatkan ja-
senang menggunakan pekerja dari minan yang sama. Oleh karena
luar yang tidak perlu memberikan itu Komite Aksi Jaminan Sosial
pesangon. Hal ini sehubungan sangat mendorong hal ini ketika
dengan kontrak kerja yang dila- masyarakat ekonomi ASEAN
kukan hanya dalam kurun waktu dilaksanakan, paling tidak pe-
yang tidak lama dan pekerja per- merintah melakukan diplomasi
manen akan ditinggalkan. Jadi ini agar jaminan sosial di seluruh
menjadi masalah buat pekerja dan negara-negara ASEAN diterap-
keuntungan bagi pengusaha. kan. Dengan demikian, kese-
Ini perlu diwaspadai baik bagi jahteraan para pekerja Indone-
para pengusaha maupun pemerin- sia di luar negeri juga terjamin.
tah untuk tetap melindungi ke- Setidaknya mirip-mirip sedikit,
berlangsungan buruh Indonesia. karena hal ini merupakan sa-
Bukan hanya itu, pemerintah juga lah satu bentuk kalau kita juga
perlu. membuat konsep-konsep mendorong proteksi buruh kita
perlindungan bagi para buruh jika di luar negeri.

WIRAUSAHAWAN INDONESIA
JUMLAHNYA MASIH SEDIKIT

Agus Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia

ndonesia adalah negara yang me-
miliki jumlah penduduk terbesar
di ASEAN, namun demikian jum-
lah enterpreneur atau pengusaha-
nya masih kalah dengan negara
tetangga seperti Singapura dan Malay-
sia. Hal inilah yang perlu terus ditingkat-
kan demi membangun perekonomian
Indonesia yang lebih kuat.

Enterpreneur kita jumlahnya sang-
at terbatas, hanya 1,56% dari jumlah
penduduk, seharusnya dengan jumlah
penduduk sekitar 250 juta maka jumlah
enterpreneur kita bisa jauh lebih besar.
Angka enterpreneur yang tepat untuk
Indonesia dengan jumlah penduduk ini
yaitu minimal 2% atau tiga juta enterpre-
neur. Sementara untuk Singapura dan
Malaysia jumlah enterpreneur-nya sudah
di atas 4%.

Enterpreneur  merupakan  salah
satu elemen yang mempengaruhi
pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Indonesia. Kita
ingin bekerja pada orang lain atau
bekerja sendiri dengan membangun
lembaga sendiri dan mewujudkan usaha
sendiri. Untuk itu kita memang harus
memperbanyak pengusaha dan ini ada
mindset-nya, jiwanya, dan hatinya.
Apakah kitamempunyai mind set menjadi
pengusaha untuk bisa menciptakan
peluang sampah menjadi emas, itulah
jiwa entrepreunership.

Bank Indonesia bekerjasama dengan
Ir Ciputra sebagai pemilik grup Ciputra
telah mengadakan Global Entrepreneur-
ship Week pada tahun 2013 lalu. Acara ini
ditujukan untuk menunjukkan hasil kerja
enterpreneur lokal Indonesia yang mam-
pu menghasilkan produk-produk ung-
gulan yang layak untuk dikonsumsi. Pu-
luhan enterpreneur yang masing-masing
memiliki UMKM dan turut berpartisipasi
di acara tersebut mayoritas adalah hasil
binaan Bank Indonesia selama ini.[]
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MENTERI LUAR NEGERIRI

PERAN DIPLOMASI MENGHADAPI

SITUASI KONFLIK

ndonesia berkeyakinan
bahwa jika ada satu pesan
yang harus digemakan
dari Konperensi mengenai

Suriah, hal itu adalah
pengutamaan diplomasi dalam
menyelesaikan  situasi  konflik.

Tentunya, tidak ada yang dapat
membantah bahwa pertemuan ini
sangat tepat waktu.

Masa sejak Juni 2012, saat ter-
akhir Konferensi Jenewa diseleng-
garakan, telah menjadi saksi atas
sejumlah tragedi dan penderitaan
kemanusiaan yang sangat memi-
lukan dalam sejarah akhir-akhir
ini: mengenai jumlah korban jiwa
yang sulit dibayangkan; menge-
nai sejuta lebih penduduk sipil
yang harus mengungsi; menge-
nai sejumlah kota, dusun dan ru-
mah yang hancur menjadi puing.
Dan, sebagaimana dalam situasi
konflik pada umumnya, yang men-
jadi korban terutama adalah me-
reka yang paling rentan - kaum pe-
rempuan, anak-anak dan mereka
yang lanjut usia.

Penyelenggaraan pertemuan
ini oleh karenanya memang sangat
mendesak. Untuk itu Indonesia
menyampaikan penghargaan ke-
pada Sekretaris Jenderal PBB Ban
Ki-moon, dan tentunya, Utusan
Khusus Bersama untuk Suriah,
Lakhdar Brahimi atas upaya -
upayanya yang tidak kenal lelah
- bekerjasama dengan negara-
negara penggagas. Indonesia se-
penuhnya mendukung upaya ini.

Tentunya sangat jelas bahwa
kita tidak dapat hanya semata
memberikan penghargaan atas
waktu penyelenggaraan perte-
muan yang sangat tepat ini. Seba-
liknya, kita semua juga harus me-
mastikan bahwa sejak saat ini ke
depan, suatu momentum yang tak
dapat dihentikan ke arah perda-
maian dan penyeleaaian politik di
Suriah harus terus dipertahankan.

Bagi Indonesia, pertemuan ini
harus bisa mengeluarlkan tiga pe-
san atau hasil yang saling terkait:
Pertama, suatu penegasan kem-
bali bahwasanya tidak akan da-

pat dicapai penyelesaian secara
militer terhadap konflik di Suriah.
Penyelesaian yang langgeng dan
menyeluruh hanya dapat dicapai
melalui solusi politik dan kesepa-
katan yang dicapai di antara para
pihak terkait di Suriah sendiri - dan
didukung oleh masyarakat inter-
nasional. Suatu solusi yang mem-
berikan suatu peta jalan yang me-
mastikan dihargainya keinginan
rakyat Suriah.

Negara-negara, baik kawasan
dan luar kawasan, harus bertindak
bersama dan dalam satu kesatuan
untuk mendesak adanya suatu
solusi politik. Masyarakat inter-
nasional harus bertindak secara
mendesak dan dengan tekad kuat,
agar konflik bersenjata, di tengah
situasi politik Suriah yang semakin
kompleks dan terkotak-kotak, ti-
dak terus berlanjut.

Pihak-pihak yang terlibat kon-
flikdiSuriahharusdidukungdengan
insentif positif dan dorongan untuk
berani memilih suatu penyelesaian
politik. Masyarakat internasional

harus membantu mempromosikan
suatu iklim yang kondusif —dengan
cara tegas dan bahkan agresif -
mendorong semua pihak ke arah
meja perundingan dan bukan me-
dan perang.

Masyarakat internasional ha-
rus memfasilitasi, bukan ke arah
pertumpahan darah dan konflik tak
berujung, sebaliknya ke arah ter-
wujudnya dialog dan perundingan.

Kedua, dihentikannya kekera-
san bersenjata. Hal tersebut saat
ini harus menjadi prioritas utama.
Hal itu adalah kunci jika penderita-
an kemanusiaan yang terjadi akan
dihentikan dan bantuan kemanu-
siaanyang sangat diperlukan dapat
disalurkan. Dan, hal itu juga sangat
diperlukan jika ingin tercipta ru-
ang bagi bergulirnya proses politik
yang inklusif pada tahapan yang
paling dini dan tentatif sekalipun.

Pertemuan hari ini harus
mendorong dideklarasikannya
penghentian kekerasan bersen-
jata dan menunjukkan bahwa ma-
syarakat internasional siap untuk

memastikan bahwa hal ini akan
dipatuhi semua pihak.

Dan, ketiga, bantuan ke-
manusiaan. Kita semua ha-
rus memastikan tidak adanya
hambatan-hambatan  terhadap
penyaluran peningkatan bantuan
kepada mereka yang sangat mem-
butuhkannya. Kebutuhan dan
kepentingan dari kelompok sipil
yang telah lama menderita harus
menjadi prioritas Sekretaris Jende-
ral PBB,

Sejumlah situasi konflik yang
sangat rumit di kawasan lain di
masa lalu, termasuk di kawasan
kami di Asia Tenggara beberapa
dekade lalu, berhasil diselesaikan
ketika logika mengenai perang dan
konflik, yang sepertinya sulit diu-
bah - suatu lingkaran kehancuran
- dapat dihentikan dan dibalikkan -
menjadi suatu lingkaran kebajikan.
Namun, hal ini memerlukan semua
elemen dari situasi yang kompleks
- di tingkat nasional, kawasan dan
global - untuk bekerja secara si-
nergis kearah perdamaian. Hal ini
tidak mustahil terwujud di Suriah.

Bagi Indonesia - pertemuan ini
adalah mengenai suatu penegasan
kembali terhadap kekuatan dan
peran baik diplomasi dalam me-
nangani situasi konflik. Pertemuan
ini adalah suatu panggilan bagi
segera terwujudnya gencatan sen-
jata di Suriah dan agar proses po-
litik segera bergulir kembali. Dan,
pertemuan ini adalah mengenai
diakhirinya penderitaan kemanu-
siaan yang disebabkan oleh konflik
ini.

Tentunya situasi di Suriah
sangat kompleks. Tidak ada yang
memandang sebaliknya. Namun
kenyataan tersebut tidak bisa
mengalihkan kita semua dari ke-
perluan yang paling fundamental
dan mendasar: dihentikannya se-
gera kekerasan bersenjata

(Pernyataan Menlu RI pada Kon-
ferensi Jenewa Mengenai Suriah,
Montreux, Swiss, 22 Januari 2014)
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Amerika
Kerjasama Selatan-Selatan dan
Triangular di sela-sela pelaksanaan

enlu Rl Marty
M. Natalegawa,
bersama Menlu
Amerika Serikat,
John Kerry, me-

antara Pemerintah

Serikat mengenai

lah ditentukan lembaga yang akan
menjadi focal point di masing-ma-
sing negara.
Pemerintah Indonesia telah
menunjuk Tim Koordinasi Nasio-
nal Kerja Sama Selatan-Selatan
yang terdiri dari Badan Perenca-
RepublikIndonesiadan Pemerintah naan Pembangunan
(Bappenas), Kementerian Luar Ne-
geri, Kementerian Keuangan dan
Kementerian Sekretariat Negara

Sidang Komisi Bersama IV RI-AS di
Jakarta (17/02).

MoU tersebut bertujuan me-
nyediakan kerangka bagi pening-
katan kerja sama bilateral yang
kuat yang telah dimiliki Indonesia
dan Amerika Serikat. Para Peserta
telah memutuskan untuk mengko-
ordinasikan upaya-upaya mereka
dalam memperkuat Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular.

Dalam MoU tersebut juga te-

sebagai lembaga pelaksana MoU
tersebut sedangkan Pemerintah
Amerika Serikat menunjuk De-
partment of State bersama-sama
dengan United States Agency for
International Development (USAID)
sebagai lembaga pelaksana.

MoU tersebut merupakan pe-
negasan atas peran Indonesia yang
semakin penting dalam kerangka
Kerjasama Selatan-Selatan, dima-
na Indonesia bukan hanya sebagai
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negara penerima tetapi juga telah
meningkat menjadi negara pem-
beri bantuan pembangunan kepa-
da negara berkembang lainnya.

MoU ini juga sebagai pene-
gasan atas komitmen jangka
panjang Indonesia dan Amerika
Serikat sebagaimana dinyatakan
pada Deklarasi Bersama mengenai
Kemitraan Komprehensif antara
Republik Indonesia dan Amerika
Serikat yang ditandatangani di Ja-
karta, 9 November 2010, yakni un-
tuk memperluas, memperdalam
dan meningkatkan hubungan bila-
teral antara Indonesia dan Amerika
Serikat.

Dalam rangka perencanaan
pelaksanaan program-program di
bawah MoU tersebut, Bappenas
dan USAID beserta lembaga-
lembaga pelaksana lainnya telah
mengadakan workshop Penyusu-
nan Framework untuk Project App-
raisal Document for SSTC.

Workshop tersebut yang an-
tara lain membahas mengenai
bentuk intervensi yang dapat dila-
kukan dalam kerangka Kerjasama
Selatan-Selatan dan Triangular
Amerika Serikat dan Indonesia,
di antaranya pertukaran staff, ke-
mitraan dengan sektor swasta dan
akademia, dan studi banding de-
ngan instansi lain mengenai struk-
tur pemerintahan, kerangka legis-
latif, serta pengaturan organisasi.

Dengan bercermin pada pe-
ngalaman-pengalaman Kerjasama
Selatan Selatan dan Triangular
yang telah dilakukan USAID sebe-
lumnya, Indonesia berharap dalam
lima tahun ke depan Indonesia

sudah memiliki kemampuan yang
cukup untuk mengkoordinasikan
Kerjasama Selatan Selatan dan Tri-
angular dengan lebih mandiri.

Selain itu, MoU antara Indone-
sia dan Amerika Serikat tersebut
merupakan bentuk pengakuan
kedua pihak terhadap pentingnya
kerjasama triangular sebagai me-
kanisme yang efektif dalam upaya
mendorong pembangunan global.

Diharapkan, dengan adanya
MoU tersebut, Indonesia dan Ame-
rika Serikat akan dapat membe-
rikan kontribusi kepada negara-
negara berkembang khususnya
dalam bidang peningkatan kapa-
sitas.

Sebagai quick wins dari MoU
tersebut, kedua negara sepakat
untuk melaksanakan beberapa
pilot project kerjasama triangular.

Pada tahun 2013 telah dilak-
sanakan dua proyek kerjasama tri-
angular, yaitu InternationalTraining
Workshop on Disaster Risk Manage-
ment yang diadakan di Yogyakarta
pada tanggal 24-30 Juni 2013 dan
diikuti oleh 17 peserta dari 14 ne-
gara, dan International Workshop
on Democracy: Sharing Experienc-
es between Indonesia and Arab
Countries yang diadakan pada 13-
20 September 2013 dan diikuti oleh
18 peserta dari 5 negara. Kegiatan
ini diadakan di tiga kota, yaitu Ja-
karta, Bandung dan Pekanbaru.

Pada bulan Februari 2014 juga
tengah berlangung kegiatan Map-
ping and Assessment of Gender Ba-
sed Violence Issues in Papua New
Guinea. (Sumber: Dit. KST)




